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Stratifikasi sosial dalam kalangan masyarakat pedesaan seringkali 
menempatkan seseorang atau individu pada posisi yang sangat baik karena status 
yang dimiliki seorang individu dalam masyarakat pedesaan maupun kelompok-
kelompok tertentu secara langsung mengangkat strata sosial dirinya dan keluarganya 
lebih tinggi di antara masyarakat umum yang ada di sekitanya. Kemudian sering kali 
menjadi tolak ukur seseorang untuk menjadi seorang pemimpin bagi dari tingkat 
daerah maupun di tingkat desa seperti halnya di Desa Bontonompo Kecamatan Kelara 
Kabupaten jeneponto. 
Penulisan ksripsi ini penulis memilih melakukan penelitian dengan metode 
penelitian Kualitatif dan jenis penelitian Deskrktif yang bertujuan untuk 
menggambarkan bagaimana implikasistratifikasi sosial dalam konteks kepemimpinan 
di desa Bontonompo kecamatan kelara Kabupaten Jeneponto dan menggunakan teori 
elit sebagai landasan dalam mengkaji pengaruh stratifikasi terhadap sebuah 
kepemimpinan yang  kemudian sangat erat kaitannya dengan kekuasaan seorang 
individu hal itu kemudian pendulis mengambil teori kekuasaan sebagai salah satu 
revensi dalam melihat penomena kemimpinan dari segi lapisan sosial masyarakat di 
Desa Bontonompo. 
Seiring dengan perkembangan zaman memunculkan sebuah fenomena baru 
dimana terjadinya sebuah pergeseran stratifikasi sosial  dalam konteks kepemimpinan 
dimana pada masalalu hanya seorang karaeng ataupun daeng seperti halnya di masa 
lampau yang mampu memimpin masyarakat,  akan tetapi lebih membuka diri tentang 
wacana kepemimpinan yang  lebih demokratis di mana siapa saja mampu dan bisa 
mencalonkan kepala desa dan menjadi seorang pemimpin tampa melihat dari status 
sosialnya,  akan tetapi lebih kepada kapasitas dan kapalitas serta kedekatan seorang 
calon kepala desa kepada masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat desa 
Bontonompo yang kemudian di coba dikaji oleh penulis kemudian penulis lebih 
menggukan jenis penelitian deskriktif yang bertujuan menggambarkan bagaimana 







A. Latar Belakang 
Pasca kemerdekaan, kehidupan perpolitikan Indonesia segerah melakukan 
konsolidasi, baik kekuatan nasionalisme kebangsaan maupun kekuatan islam 
untuk mengisi kemerdekaan dan merealisasikan kehidupan demokrasi sebagai cita 
cita pendri bangsa, 1  begitupun dari segi kepemimpinan damana kepemipinan 
Indonesia sempat berganti beberapa kali seperti pada awal kemerdekaan 
menggunakan sistem presidensial dan beruba menjadi sistem parlementer dan 
tidak lama berselang lam kembali menggunakan sistem presidensial. 
Kepemimpinan merupakan konsep mempengaruhi dalam menentukan 
tujuansuatu organisasi, motivasi perilaku mengikut untuk mencapai tujuan, 
mempengaruhi untuk memeperbaiki kelompok maupun komunitas masyarakat 
dan budayanya, selain itu juga kepemimpinan mampu mempengaruhi interpretasi 
mengenai peritiwa peristiwa para pengikutnya.2 
Fungsi artinya jabatan kepemimpinan (pekerjaan) yang dilakukan atau 
kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh.Fungsi kepemimpinan 
berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan 
kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap 
pemimpin berada di dalam dan bukan diluar situasi itu.Fungsi kepemimpinan 
                                                          
1 Syarifuddin Jurdi, Kekuatan Kekuatan Politik Indonedia, Kontestasi Idiologi Dan 
Kepentonga, (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2015). h. 125. 
2Rivai, Viethzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta, Raja Grafindo 





merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksiantar individu 
di dalam situasi sosial suatu kelompok/organisasi. 
Dalam sebuah sistem struktural kepemimpinan memiliki peran yang cukup 
besar dalam menjalankan roda-rodaperjalanan dalam sebuah lembaga maupun 
organisasi pada kehidupan social dalam sistem strukturalisasi kepemimpinan 
mampu menggerakkan kemana sebuah kebijakan desa dengan membarengi 
kestabilan kesejateraan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya 
dalam ruang lingkup desa. 
Kepemimpinan dalam ruang lingkup desa menjadi sebuah tolak ukur 
ataupun dasar dari setiap kebijakan di setiap sela kehidupan masyarakatnya karna 
dinilai mampu menampung semua aspirasi masyarakat dan mengembangkannya 
dalam sebuah aturan maupun kebijakan dalam melanjutkan kehidupan masyarakat 
pedesaan yang stabil seperti disebutkan pada paragraf sebelumnya.Sehingga 
kepemimpinan merupakan suatu wadah dalam masyarakat baik skala desa, 
kabupaten, dan skala nasional atau Negara. 
Ditinjau dalam sisi agama Islam, kepemimpinan juga dibahas dalam 
beberapa ayat alquran tentang bagaimana kepemipinana versi agama Islam sesuai 
dengan syariat-syariat agama Islam yang dijelaskan dalam salah satu ayat Al-
quran yaitu Q.S an-Anbiyah /21:73.3 
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Terjemahnya : 
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 
kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 
menunaikan zakat, dan hanyakepada kamilah mereka selalu menyembah 
Kemudian dijelaskan pula persoalan kepemimpinan dalam salah satu 
hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana dalam hadis yang tersebut 
menjelaskan bagaimana kepemimpinan menurut Nabi Muhammad Saw, hadis 
shahih muslim No.3428.4 
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Artinya : 
Hadis riwayat abu hurairah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: 
sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyatnya akan 
berperang di belakannya serta berlindung dengannya, bila iya 
memerintah untuk taqwa kepada Allah Swt serta bertindak adil, maka ia 
akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, 
maka ia akan mendapatkan akibatnya. 
 
                                                          
4  Muslim ibn al-Hajjaj al-Hasan al-Qusyai Riyal-Naisa Buriy, Sahih Muslim, Juz I, 





Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, 
yang dilakukan semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, 
ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.5Pembangunan Nasional 
dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat merupakan pelaku 
utama dalam pembangunan, dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 
membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang 
keberhasilan.Pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur 
yang universal untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, mandiri, 
berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan 
etiknya.Pelaksanaannya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga 
merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.Maksudnya adalah setiap 
warga Negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan 
pembangunan. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah yang disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat tempat 
yang diakui dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.6 
Kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin (leader) turut ikut menentukan 
keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat di desanya.Oleh karena itu, Kepala Desa dituntut harus mampu 









mengembangkan kepemimpinanya (leadership), mampu menggerakkan desanya, 
untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat di desanya. 
Tataran tingkat pedesaaan dalam kasus pemilihan kepada desa kita sering 
di perhadapkan pada persoalan penonjolan sistem kekeluargaan maupun sistem 
kelas sosial di mana seorang calon kepala desa sering kali dinilai pada posisinya 
dalam lapisan sosial masyarakat dimana stratifikasi sosial atau kelas sosial. 
Kehidupan masyarakat pedesaan yang sering kita lihat pada umumnya 
masih memegang teguh persoalan kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana 
dalam menjalankan kehiduannya sehari-hari pada lingkungannya 
Keadaan masyarakat pedesaan dimana masyarakat pedesaan ditandai 
dengan kepemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa yaitu 
perasaan setiap warga atau anggota masyarakat yang amat kuat hakikatnnya, 
bahwa seseorang merasa bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 
umum di mana iya hidup dan dicintainya serta memmpunyai perasaan bersedia 
untuk berkorban setiap waktu demi masyarakat dan anggota masyarakatnya, 
karena setiap anggota masyarakat beranggapan sama-sama memiliki posisi yang 
sama dalam masyarakat yang saling menghormati, mempunyai hak dan tanggung 
jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam 
masyarakat seperti yang di firman Allah Swt QS. Al-Hujurat /49:13.7 
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Terjemahnya : 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 
Secara tidak sadar masyarakat Indonesia ternyata terus mengembangkan 
ikatan-ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas berlebihan yang 
mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu kelompok agama, ras, 
daerah, atau keluarga tertentu.Salah satu masalah yang sering muncul dalam 
proses pemilihan kepada desa adalah menguatnya sentimen primordial yang lebih 
terikat pada persamaan etnis, aliran, ikatan darah dan berbagai bentuk sifat 
kedaerahan lainnya. Munculnya masalah ini lebih disebabkan karena karakter 
masyarakat yang ada di daerah juga berbeda-beda etnis, aliran, ikatan darah dan 
agama, yang ternyata juga dapat mempengaruhi preferensi (pilihan) masyarakat 
untuk menentukan kepemimpinan di daerahnya, baik pada pemilihan kepala desa. 
Beberapa variabel seperti latar belakang etnis, status sosial ekonomi, golongan 
dan agama dapat menciptakan suatu polarisasi pilihan politik. 
Stratifikasi sosial di dalam masyarakat pada dasarnya lebih merujuk 





dalam pandangan herarki secara vertikal sehingga memunculkan beberapa lapisan 
yang ada di dalam masyarakat yang saling menghormati dan saling berhubungan. 
Stratifikasi sosial (social stratification) berasal dari kata stratification yang 
terdiri dari kata stratum yang berarti lapisan.8Pitrin Sorokin menyatakan bahwa 
social stratification adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-
kelas secara bertingkat (hierarkis).9Dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang 
dihargai dan setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka 
sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menimbulkan adanya sistem yang 
berlapis-lapis dalam masyarakat itu.Perwujudannya adalah kelas-kelas tinggi dan 
kelas yang lebih rendah.Stratifikasi sosial merupakan suatu sistem kelompok 
manusia terbagi dalam lapisan-lapisan sesuai dengan kekuasaan, kepemilikan, dan 
prestise relative mereka. 
Menentukan seseorang masuk dalam suatu strata sosial tertentu ada 
beberapa tolak ukur yang digunakan.Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk 
menggolongkan anggota–anggota masyarakat kedalam suatu lapisan 
masyarakat.Membicarakan stratifikasi sosial berarti kita lebih mengkaji kepada 
posisi atau kedudukan antara orang-orang atau kelompok dalam keadaan yang 
tidak sederajat Yang dipadang cukup hebat dan dihormati di dalam kalangan 
masyarakat dimana iya berada.Dengan demikian, stratifikasi sosial sering kali 
dikaitkan dengan persoalan kesenjangan atapun polarisasi social. 
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Teori sosiologi, unsur-unsur sistem pelapisan sosial dalam masyarakat 
adalah kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan dan peran merupakan 
unsur-unsur baku yang terdapat dalam statifikasi sosial. Kedua unsur tersebut 
memiliki peran penting dalam sistem sosial yang ada di dalam masyarakat.Sistem 
sosial dalam hal ini mengenai timbal balik baik berupa individu dengan 
masyarakat, individu dengan individu, serta pada tingkah laku individu di dalam 
masyarakat. 
Menurut Weber suatu status dapat diperoleh dengan tiga hal yaitu, 
previllage, prestise dan power.Status paling banyak diperoleh melalui jalur 
politik, meskipun kadang-kadang interaksi antar dunia ekonomi dapat 
mempengaruhi pula kedudukan status sosial seseorang.Tetapi faktor ekonomi 
bukanlah faktor yang dominan dalam mempengaruhi stratifikasi 
sosil.10Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu 
kelompok sosial. Seorang individu di dalam kelompok sosialnya bisa mempunyai 
beberapa kedudukan sekaligus, hal ini terkait dengan keikutsertaannya dalam 
beberapa kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut.Peran adalah 
suatu yang dijalankan sesuai kedudukannya dalam masyarakat. Seseorang 
dikatakan menjalankan perannya, jika ia telah melaksanakan hak dan 
kewajibannya. 
Kedudukannya yang ia miliki. Peranan dengan kedudukan merupakan dua 
hal yang tidak dapat dipisahkan, karena tidak ada peranan tanpa kedudukan dan 
tidak ada kedudukan tanpa peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya 
                                                          





untuk masyarakat dan kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyrakat 
kepada individu tersebut. Semakin banyak perannya dalam masyarakat 
kesempatan yang diberikan oleh masyarakat akan terbuka lebar. 
Stratifikasi sosial dalam kalangan masyarakat pedesaan seringkali 
menempatkan seseorang atau individu pada posisi yang sangat baik karena status 
yang dimiliki seorang individu dalam masyarakat pedesaan maupun kelompok-
kelompok tertentu secara langsung mengangkat starata sosial dirinya dan 
keluarganya lebih tinggi di antara masyarakat umum yang ada di sekitatnya. 
Kabupaten Jeneponto yang kita kenal selama ini sebagai suatu daeah yang 
masih memegang teguh pesan dari orang-orang terdahuluh mereka, seperti siri’, 
persaudaraan yang kuata serta stratifikasi sosial dalam hali stratifikasi sosial 
dalam kehidupan masyarakat kabupaten Jeneponto sebagian besar masih 
memegang erat. 
Stratifikasi sosial yang terjadi dalam kehidupan keseharian masyarakat di 
kabupaten Jeneponto di bagi menjadi tiga kelas yaitu kelas teratas di tempati oleh 
kelas Karaeng, dan kelas menengah ditempatih oleh Daeng, serta kelas terbawah 
di tempati oleh Ata. 
Dimana dalam lapisan sosial yang terbagi atas tiga seperti yang dijelaskan 
pada pragraf sebelumnya, menempatkan kelas karaeng sebagai kelas tertinggi 
dalam lapisan sosial masyarakat Jeneponto, sehingga para kelas Karaeng ini 
seringkali dijadikan sebagai seorang tokoh masyarakat ataupun panutan dalam 





sebagai pimpinan dalam kelompok masyarakat tertentu karena dinilai mampu 
mengayomi seluruh anggota-anggotan syarakatnya. 
Sedangkan pada posisi kelas sosial Daeng, yang dianggap sebagai orang 
tengah di mana kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Jeneponto 
juga memiliki peran yang cukup penting meskipun tidak sebagus dengan kelas 
sosial Karaeng, dan kelas sosial Daeng juga kerap kali dijadikan sebagai tokoh 
masyarakat dilihat dari kehidupan kesehariaannya. 
Kelas terbawah yaitu kelas Ata dianggap sebagai orang biasa dan menjadi 
anggota masarakat biasa dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten 
Jeneponto, kedudukan Atas dalam lapisan sosial Kabupaten Jeneponto sebagai 
lapisan terbawah dan selalu dianggap orang biasa-biasa saja hingga memposisikan 
dirinya sebagai anggota kelompok yang selalu diperintah atau dijadikan sebagai 
pekerja kasar dari dua lapisan sosial di atasnya. 
Desa Bontonompo yang secara letak geografisnya jauh dari hirup pikuk 
perkotaan berada pada ujung kecamatan kelara Kabupaten Jeneponto yang 
menuntun perkembangan pemikiran masyarakatnya berjalan lambat, yang 
dimasyarakat masih memegang teguh system adat istiadat yang di mana salah 
satunya adanya kelas social di dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. 
Sehingga dalam tatanan masyarakat Desa Bontonompo akan mudah 
mendapatkan simpatisan karena mereka yang memiliki status sosial atas sebab 
dalam ruang lingkup masyarakat mereka dinialai mampu memimpin dengan baik 





Kehidupan masyarakat pedesaaan stratifikasi seakan menjadi sebuah poin 
lebih yang menjadi dasar dalam perekrutan suara dalam setiap pemilihan kepala 
desa, bagi seorang calon kepala desa di Desa Bontonompo status sosialnya sangat 
menentukan nasibnya dalam setiap pencalonan dengan kata lain status sosial 
sangat diperhitungkan  dalam penilaian masyarakat untuk  menentukan pilihan 
politiknnya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, 
1. Bagaimana pola stratifikasi sosial yang terbangun di Desa 
Bontonompo? 
2. Bagaimanai implikasi stratafikasi sosial berpengaruh dalam 
kontestasikepemimpinan desa di DesaBontonompoKecamatan Kelara 
Kabupaten Jenponto? 
C. Tujuan Penelitian Dan manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat dari penelitian sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pola tratafikasi sosial dalampemilihan kepala desa 
di Desa BontonompoKecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. 
b. Untuk mengetahui implikasi stratifikasi sosial dalam kontekstasi 








2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
1. Menunjukan secara ilmiah mengenaistratafikasi sosial dalam 
pemilihan kepala desa di Desa Bontonompo kecamatan kelara 
kabupaten Jeneponto. 
2. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu 
politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik 
kontemporer. 
c. Manfaat praktis 
1. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat 
dalam memahami realitas partai politik dan stratifikasi sosial. 
2. Memberikan informasi tentang stratafikasi sosial dalam pemilihan 
kepala desa di Desa BontonompoKecamatan Kelara Kabupaten 
Jeneponto. 
3. Sebagai salah satu masyarakat memperoleh gelar sarjana ilmu 
politik. 
4. Sebagai salah satu bahan rujukan dalam memandang pemilihan 







D. Tinjauan Pustaka 
1. Skripsi yang berjudul ”Stratifikasi Sosial dan Hubungan Kerja Nelayan Desa 
Jatimalang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo” milik Layla 
Fitriamenjadi salah satu rujukan saya dalam menyusun penulisan ini dan 
kenpa kemudian saya mengambil skripisi milik Layla Fitria dalam penelitian 
saya karena sama-sama membahas tentang stratifikasi sosial pedesaan, skripsi 
ini menjalaskan tentang bagaimana peran stratifikasi social dalam setiap 
hubungan kerja nelayan di desa jatimalang kecamatan purwodadi kabupaten 
Purworejoperbedaan dengan skripsi yang saya tulis adalah lebih menekankan 
pada persoalan stratifikasi social dalam kepemimpinan kepala desa di desa 
Bontonompo kecamatan kelara kabupaten Jeneponto.11 
2. Sebuah skripsi Milik Nana Lutfia, Jurusan Ilmu politik dan kewarganegaraan 
fakultas ilmu sosial Universitas negeri semarang Tahun 2013, Skripsi 
“Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Karas Kepoh Kecamatan 
Pancur Kabupaten Rembang” Penyelenggaraan pemerintah kepala desa di 
tangan seorang perempuan yang di mana mennjukan bagai mana bentuk 
kepemimpinan seorang perempuan pada tingkat desa di desa keras kepoh 
kecamatan pancur kabupaten Rembang. Dalam skripsi ini lebih menekankan 
pada tipe dan model kepemimpinan seorang perempuan dalam system 
demokrasi saat ini yang di gunkan di Indonesia dan perbedaaan dengan saya 
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bagaiman saya sebagai penulis lebih mendetail menjelaskan persoalan 
kepemimpinan yang di pengaruhi oleh stratikasi sosial.12 
3. Skripsi yang berjudul “Factor Penyebab Pergeseran Stratifikasi Sosial Dalam 
Masyarakat di Desa Renggian kec. Simpang Renggian kab. Belitung Timur” 
yang ditulis oleh Mudaryana ini menjelaskan, berbagai factor dan latar 
belakan sehingga terjadinya pergeseran stratikasi social di masyarakat 
penambang di desa Renggian, perbedaan denga skripsi saya dimana pada 
skripsi yang saya susunlebih menekankan pada persoalan stratifikasi social 
dalam kepemimpinan kepala desa di desa BontonompoKecamatan Kelara 
Kabupaten Jeneponto.13 
4. Skripsi Budaya Patrimonialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Bupati)di 
Kabupaten JenepontoTahun 2013 milik Akbar Mahenra, kenapa kemudian 
saya mengambil skripsi ini menjadi rujukan dalam penelitian saya dikarnakan 
skripsi milik Akbar Mahenra sama-sama  meneliti bagaimana status sosial 
sangat berpengaruh dalam pemilihan, skripsi ini menjelaskan bagai mana 
darah atau keturunan seorang calon bupati sangat menunjang dalam 
pencalonannya sebagai calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten 
Jeneponto,namun ada perbedaan dimana Skripsi ini lebih menekankan 
penelitian pengaruh budaya patrimonial dalam pemilihan bupati di Kabupaten 
Jenepontosedangkan penelitian saya lebih mengarah kepada persoalan 
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Desa Renggian Kec. Simpang Renggian Kab. Belitung Timur”, pendidikan sosiologi, Universitas 





pengaruh stratifikasi dalam masyarakat terhadap kepemimpinan di Desa 
Bontonompo.14 
5. Skripsi yang berjudul  “Stratifikasi sosial petani padi di Desa Pematang Sikek 
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir” yang di tulis oleh 
KARMILA, kenapa kemudian menggunakan Skripsi yang di tulis oleh 
KARMILA sebagai tinjauan terdahulu dalam penulisan penelitian penulis, 
dikarenakan KARMILA menjelaskan bagaimana peran stratifikasi sosial dan 
kedudukan masyarakat petani padi di Desa Pematang Sikek sedangkan skripai 
saya lebih mengarah kepada bagaiamana implikasi stratifikasi sosial dalam 
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A. Tinjauan Teori 
1. Teori Elite 
Pergolakn elit lokal pertama kali di Indonesia pada tahun 1947 damana 
pemerontakan darul islam di jawa abarat yang di prakarsai oleh SM 
Kartosuwiryo, segera diikuti dengan gerakan pemisahan diri Maluku pada 
april 1950, dan gerakan yang sama muncul di Sulawesi selatan  yag oleh 
sebagaian  kalangan menyebutnya sebagai ekspresi kekecewaan  sejumlah 
perwirah militer setempat pada 1950.16 
Teori elit merupakan teori ketiga yang mengungkapkan bahwa elit 
politiklah yang menentukan dinamika kehidupan politik masyarakat.17Laswell 
merumuskan elit sebagai kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil 
mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat, dalam arti nilai-nilai yang 
mereka bentuk (ciptakan) mendapatkan penilaian tinggi dalam masyarakat 
yang bersangkutan, nilai-nilai itu bisa berbentuk kekayaan, kehormatan, 
pengetahuan, dan lain- lainnya, bagi Laswell, mereka elit yang berhasil 
menguasai sebagian terbanyak dari nilai-nilai karena kecakapan serta sifat 
kepribadiannya disebut elit. Dari kedua pendapat tersebut diatas elit 
merupakan orang-orang yang menduduki posisi memerintah yang memiliki 
kekuasaan, mereka mencapai kedudukan dominasi dalam masyarakat.Yang 
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dapat penilaian tinggi dari masyarakat, dan elit yang berkuasa menjadi dua; 
elit yang sedang memerintah ( governing elite), dan elit yang tidak sedang 
memerintah (non governing elite). Lapisan yang lebih rendah, non elit.18 
setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang 
mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada 
kekuasaan sosial dan politik yang penuh, mereka yang bisa menjangkau pusat 
kekuasaan adalah selalu merupakan yag terbaik, merekalah yang dikenal 
sebagai elit: 
1. The governing elites, yaitu orang- orang yang secara langsung maupun tidak 
langsung menjadi bagian dan mempunyai peranan penting dalam 
pemerintahan, mereka ini adalah orang- orang karena kedudukannya 
memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengambil tindakan- tindakan 
strategis, dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat. 
2. The nongoverning elites, yaitu orang-orang yang aktifitasnya berada di luar 
urusan pemerintahan namun mempunyai pengaruh kuat dalam formulaisasi 
kebijaksanaan. 
Mengacu pada pendapat tersebut di atas mengindikasikan bahwa elit 
mempunyai dua kelas yaitu yang memerintah dan tidak memerintah, yang 
memerintah adalah elit yang dekat dengan kekuasaan seperti Gubernur, 
Walikota, Buapati, Pimpinan Parpol, mereka ini bisa dikatakan juga sebagai 






elit politik. yang tidak memerintah merupakan elit yang berada diluar 
pemerintahan tapi mempunyai pengaruh terhadap perkembangan masyarakat, 
seperti elit agama, elit adat, elit intelektual. Sedangkan elit lapisan kedua 
yakni non elit, pada kedua lapisan tersebut yang sangat mempengaruhi 
terhadap proses perkembagan masyarakat merupakaan elit yang mendekati 
kekuasaan yakni elit yang memerintah atau bisa dikatakan sebagai elit politIk. 
Selalu muncul dua kelas dalam masyarakat yaitu kelas yang 
memerintah dan kelas yang diperintah, kelas yang pertama, yang biasanya 
jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan 
dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatkannya dari 
kekuasaan.Sementara kelas yang kedua yang jumlahnya lebih besar diatur dan 
dikontrol oleh orang pertama. 
Sejalan dengan apa yang dikemukakan Pareto dalam Varma bahwa 
memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut dia, 
berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang 
dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.  
Pendapat diatas mengindikasikan bahwa elit merupakan golongan 
yang mempunyai kekuasaan yang mana dengan kekuasaan yang dimiliki para 
elit meniscayakan mereka untuk dapat mempengaruhi perkembangan 
masyarkat.Elit merupakan sekelompok kecil orang berkualitas yang mampu 





kekuasaan sosial politik untuk memerintah.Kemudian Nurhasim  membagi elit 
menjadi dua kategori yaitu: 
a. Elit politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik 
(kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan 
umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. 
Mereka menduduki jabatan politik ditingkat lokal.mereka menduduki 
jabatan politk tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankn 
kebijakan politik.Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua 
DPRD, Anggota DPRD dan Pimpinan Partai Politk. 
b. Elit non politk lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan 
strategis dan memliki pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup 
masyarakat. Elit non politik ini seperti: Elit keagamaan, Elit organisasi 
kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, dan sebagainya.  
Sirkulasi elit lokal dimasa orde baru ditentukan oleh ABRI, birokrasi, 
dan Golkar, maka pada masa Reformsi kekuatan politik berubah digantikan 
oleh kekuatan politik lain. Adanya pergeseran komposisi suara di DPRD turut 
memberi kesempatan munculnya aktor-aktor politik, serta kelompok strategis 
ekonomi politik (pengusaha) juga turut mempengaruhi pergantian kekuasaan 
ditingkat lokal. 
Perbedaan tipe elite dimaksudkan untuk membedakan ruang lingkup 
danmemberi penjelasan tentang hubungan antara elit politk maupun elit 





Dalam pemilihan kepala desa di Desa Bontonompo yang diamana 
stratisikasi yang hadir di dalam lingkungan masyarakat menghadirkan elit-elit 
politik lokal dimana pada elit politi lokal ini memiliki posis yang yang sangat 
strategis dalam masyarakat karena memiliki kekukatan kekuatan dalam setiap 
pesta demokrasi di Desa Bontonompo. 
Melihat dari pragraf sebelumnya Possisi yang dimiliki oleh elit politik 
lokal dalam lingkungn masyarakat Desa Bontonompo yang kemudian menjadi 
sebuah kekuatan individual yang mampu di perhitungkan dalam 
mempengaruhi  polihan politik masyarakat CDesa Bontonompo.  
2. Teori Kekuasaan 
Pelopor pertama yang mempergunakan istilah kekuasaan adalah 
sosiolog kenamaan Max Weber.Dia merumuskan kekuasaan itu sebagai suatu 
kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial 
berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan 
yang menghilangkan halangan. 
Kekuasaan adalah bagian yang mengisi jalinan kehidupan 
organisasi.Menyelesaikan masalah memerlukan kekuatan.Setiap hari, manajer 
pada organisasi publik dan swasta memperoleh dan menggunakan kekuasaan 
untuk mencapai tujuan, dan dalam banyak kasus untuk memperkuat posisinya 
sendiri.Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menggunakan dan 





kekuasaan mengetahui bagaimana dan kapan menggunakannya, dan dapat 
mengantisipasikemungkinan akibat-akibatnya. 
Kekuasaan adalah suatu yang dilegitimasikan secara metafisik yang 
memungkinkan Negara dapat mewajibkan semua orang untuk 
mematuhinya.Namun menurut Foulcault, kekuasaan bukanlah suatu yang 
hanya dikuasai Negara, sesuatu yang dapat diukur, kekuasaan ada dimana-
mana, karena kekuasaanadalah suatu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi 
disana ada kekuasaan, kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi-
relasi antara berbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari 
kesadaran manusia, kekuasaan hanyalah sebuah strategi, strategi ini 
berlangung dimana-mana dan disana terdapat sistem, aturan,susunan dan 
regulasi, kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan 
menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan 
memungkinkan semuanya terjadi.19 
Foucault melihat relasi pengetahuan dan kekuasaan sangat erat, dimana 
dia melihat pengetahuan adalah kekuasaaan, dimana dalam konsep 
diskursus(yaitu berbicara mengenai aturan-aturan dan praktek-praktek yang 
menghasilkan pernyataan-pernyataan yang berarti pada  satu rentang historis 
tertentu) sebagai gambaran bagaimana pengetahuan bekerja sebagai kumpulan 
pernyataan dan diskurusus tidak terlepas dari relasi kekuasaan, dan terkait 
dengan pengetahuan. Oleh sebab itu, kekuasaan tersebar dan datang dari 
                                                          






mana-mana. 20 Kekuasaan dijalankan bukan hanya melalui pengutamaannya, 
melainkan juga kondisi-kondisi yang memungkikannnya.Dimana, Foucault 
melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha hadir dalam masyarakat karena 
sama-sama terikat dengan kondisi-kondisi relasi social secara umum.21 
Umumnya, sumber kekuasaan itu berasal dari dewa yang dia anggap 
sebagai ilahi yang memberikan kekuasaan, seperti seorang elit lokal yang 
dimana memiliki kekuatan pengetahuan dalam lingkungan masyarakat yang 
kemudian dari relasi-relasi kekuatan pengetahuan menghadirkan kekuasaan 
yang sangat dipatuhi oleh masyarakat, dari hal kekuasaannya yang dimiliki  
oleh sorang elit local untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat yang 
ada dilingkungannya agar mematuhi segala perintahnya. 
Namun bagi Plato sendiri,kekuasaan bukanlah dilihat dari pangkat, 
kedudukan, jabatan, kekayaan, dan dari Dewa yang diaggap Ilahi, melainkan 
Plato melibatkan ilmu pengetahuan menjadi yang mulia yang harus duduk 
diatas Tahta dan memiliki kekuasaan dalam pemerintahan Negara idealkarena 
hanya pengetahuanlah yang dapat membimbing dan menuntun manusia datang 
pada pengenalan yang benar akan segalah sesuatu yang ada dalam 
beradaannya yang sempurna didalam dunia ide. Hanya pegetahuanlah yang 
sanggup mengembalikan manusia kedunia ide untuk mengenal kembali 
dengan sebaik mungkin apa yang dahulu pernah diketahuinya dengan 
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sempurna,jika pengetahuan menduduki tempat yang terutama dan memegang 
peranan yang penting maka pada tempatnyalah  dikatakan bahwa pengetahuan 
itulah yang menjadi suatu sumber kekuasaan, itulah sebabnya dikatakan 
bahwasanya pengetahuan adalah kekuasaan.22 
Kekuasaan pertama sekali digambarkan dengan struktur 
organisasiJeffrey Pfeffer pada tahun 1981.Pengaturan organisasi 
secarastruktural membagi kebijaksanaan pengambilan keputusan pada 
berbagai kedudukan.Dengan demikian, struktur organisasi menciptakan 
kekuasaanformal dan wewenang dengan cara menentukan individu tertentu 
untukmelakukan perkerjaan dan membuat keputusan tertentu. John French 
danBertram Ravenmengusulkan lima dasar kekuasaan antar pribadi 
(interpersonal),23yakni : 
1. Kekuasaan legitimasi, yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 
seseorang karena kedudukannya. 
2. Kekuasaan imbalan, seseorang memperoleh kekuasaan dari kemampuan 
untuk memberikan imbalan karena kepatuhan mereka 
3. Kekuasaan paksaan, bentuk kekuasaan paksaan ini dipakai untuk 
memperoleh pemenuhan akan permintaan atau mengoreksi perilaku tidak 
prodiktif dalam orgnisasi 
4. Kekuasaan ahli, seseorang dengan keahlian khusus dinilai mempunyai 
kekuasaan ahli yang tinggi 
                                                          






Kekuasaan di dalam masyarakat Desa Bontonompo seringkali 
diartikan sebagai seseorang yang memiliki status tertentu dalam lapisan sosial 
masyarakat dimana kekuasaan yang yang sering kali di miliki seseorang lewat 
status sosialnya atau lewat garis keturunannya, yang dimana pada lapisan 
sosial masyarakat Desa Bontonompo dimiliki oleh golongan para karaeng. 
Golongan para karaeng ini memiliki kekuasaan yang sangat luas dalam 
masyarakat Desa Bontonompo, kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh 
golongan karaeng sehingga seringkali sangat di dengarkan perkataan maupun 
perintahnya dalam lingkungan masyarakat setempat. 


















A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis peneltian 
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implikasi stratikasi 
sosial dalam konteks kepemimpinan diDesa Bontonompo Kecamatan. Kelara 
KabupatenJeneponto. 
Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 
pengamatan pada manusia dalam wilayahnya.Dan metode penelitian kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.24 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara 
metodologi politik, yakni mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi 
serta wawancara terhadap informan bedasarkan dari fenomena-fenomena yang 
diamati atau tingkah laku manusia meliputi dengan apa yang dikatakan dan 
diperbuatnya. 
B. Objek Penelitian 
Objek penelitian yang dimaksud disini adalah menganalisis suatu individu, 
keadaan atau kelompok tertentu dengan stratifikasi social yang ada di dalamnya 
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yang mempengaruhi pilihan politik individu dalam pemilihan kepala desa di Desa 
Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, baik dari segi tingkahlaku 
maupun secara lisan. 
C. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian pada kajian berikut berada pada Desa Bontonompo 
Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. 
D. Sumber Data 
a. Data primer 
Data primer dikumpulkan dengan cara terjun langsung ke lokasi 
penelitian kemudian melakukan wawancara kepada narasumber untuk 
mendapatkan informasi yang diinginkan. 
b. Data sekunder 
Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan baca buku, karya tulis 
ilmiah, dan berbagai literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan 
tulisan ini, melukan kajian serta sering informasi dengan teman-teman 
organisasi. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah: 
1. Metode Wawancara 
Penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara.Wawancara 
merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau 





dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 
dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Proses 
pengumpulan data dengan wawancara mendalam peneliti membaginya 
menjadi dua tahap, yakni : 
Pertama, peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun 
berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan 
mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman 
wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada yang lebih ahli dalam hal 
ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi 
pedoman wawancara.Setelah mendapat masukan dan koreksi dari 
pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan 
mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan 
selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun 
berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan 
observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya 
terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat 
peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka 
peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.Peneliti 
selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek 





tentang kesiapanya untuk diwawancarai.Setelah subjek bersedia untuk 
diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut 
mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. 
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan 
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang 
dibuat.Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahakan hasil rekaman 
berdasrkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan  
analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-langkah yang 
dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. Setelah itu, 
peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, 
peneliti memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara 
mendalam menggunakan pedoman wawancara (interview guide) agar 
wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup 
kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih 
adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang 
dimaksud.Komponen Informan yang akan penulis wawancarai untuk 
pengumpulan data ini adalah: 
- Tokoh Masyarakat Desa Bontonompo 
- Masyarakat biasa desa Bontonompo 
- Akademisi 
Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan 





berakhir ketika peneliti sudah merasa data yang didapat sudah cukup untuk 
menjawab permasalahan yang diteliti. 
2. Observasi (Pengamatan Lapangan) 
Observasiatau pengamatan yang dilakukan adalah mengamati kegiatan 
keseharian dengan manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai 
alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, 
mulut dan lainnya. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk 
menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta 
dibantu dengan pancaindra lainnya.Yang dimaksud dengan diatas adalah 
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 
pengamatan dan pengindraan.25 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk 
penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat 
dengan kata lain dokumentasi merupakan sebuah pencarian penyelidikan 
pengumpulan, pengawetan, penguasaan dan penyediaan dokumen, 
dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan sebagai bukti. 
F. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data maka penulis akan menggunakan model miles 
dan huberman. Yaitu pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 
pengumpulan data dalam periode tertentu.Pada saat wawancara, peneliti sudah 
melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 
                                                          





diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 
melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga memperoleh data yang 
kreadibel. Ada 3 aktivitas dalam analisis data yaitu: 
1. Reduksi data 
Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 
2. Penyajian data  
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 
data yang bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 
penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. Dengan penyajian 
data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 
3. Verifikasi 
Langkah ini adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Kesimpulan 
awal yang di kemukakan masih bersifat sementara,dan akan berubah bila 
ditemukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 
data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 





kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat 
pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang 
digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya 
mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan 
pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, 
jarak tempuh dan karakteristik masyarakat dan kondisi pemerintahan daerah 
sebagai objek penelitian. Point ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu 
gambaran umum daerah Kabupaten Jeneponto dan gambaran umum pemerintah 
daerah dan gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Jeneponto. Gambaran umum Kabupaten Jeneponto mencakup keadaan 
geografis, kependudukan serta visi misi Kabupaten Jeneponto. Sedangkan 
gambaran Pemerintahan daerah Kabupaten Jeneponto mencakup gambaraan 
pemerintah daerah dan Bappeda Kabupaten Jeneponto.27 
 
 
                                                          





1. Keadaan Geografis. Letak Dan Batas Wilayah 
 
Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Jeneponto 2014 
Secara geografis, Kabupaten Jeneponto berada pada posisi strategis, 
terletak di tengah tengah bagan selatan privinsi sulawesi selatan dan menjadi 
jalur transportasi utama jazirah selatan Propinsi Sulawesi Selatan. Dilihat 
bentang alamnya secara makro, Kabupaten Jeneponto terdiri dari daerah 
dataran yang lebih tropis dan perbukitan yang lebih hijau yang terletak pada 
bagian utara kabupaten, serta kawasan pantai di sebelah selatan. 
Bontosunggu, sebagai ibukota kabupaten berjarak sekitar 91 km dari Kota 
Makassar. Terletak antara 5o16’13”–5o39’35” LS dan antara 12o40’19”– 
12o7’31” BT. Secara administratif, letak kabupatenj Jeneponto yang menjadi 
sebuah jalur jazirah perdagangan dari tahun ketahun di posisi bagian selatan 
profinsi Sulawesi selatan dimana Kabupaten Jeneponto berbatasan langsung 
dengan.28 
                                                          






Table 1.Batas-Batas Wilayah Kabupaten Jeneponto 
BATAS WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO 
SEBELAH UTARA KABUPATEN GOWA&TAKALAR 
SEBELAH SELATAN LAUT FLORES 
SEBELAH BARAT KABUPATEN TAKALAR 
SEBELAH TIMUR KABUPATEN BANTAENG 
Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Jeneponto 2014 
Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jeneponto 
merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki luas 
wilayah mencapai 74.979 ha atau 749,79 km2. Wilayah Kabupaten Jeneponto 
tersebut secara administratif terbagi dalam 11 kecamatan yang meliputi 31 
kelurahan dan 82 desa. Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten 
Jeneponto yaitu : 1) Kecamatan Bangkala 2) Kecamatan Bangkala Barat 3) 
Kecamatan Tamalatea 4) Kecamatan Bontoramba 43 5) Kecamatan Binamu 
6) Kecamatan Turatea 7) Kecamatan Batang 8) Kecamatan Arungkeke 9) 
Kecamatan Rumbia 10) Kecamatan Kelara 11) Kecamatan Tarowang.29 
2. Keadaan Iklim 
Kabupaten Jeneponto memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan 
musim kemarau. Musim hujan terjadi antara Bulan November sampai Bulan 
                                                          





April, sedangkan musim kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai dengan 
Bulan Oktober. Kabupaten Jeneponto beriklim tropis dengan type iklim D3, 
E4 dan C2. Dengan rincian sebagai berikut: (1) Tipe iklim D3 dan E4 
meliputi seluruh wilayah kecamatan, kecuali wilayah kecamatan Kelara 
bagian utara. Tipe iklim ini mempunyai bulan kering secara keseluruhan 5-6 
bulan sedang bulan basah berkisar 1-3 bulan. (2) Tipe iklim C2, yaitu tipe 
iklim yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4 bulan. Tipe 
iklim ini dijumpai dengan ketingggian 700-1727 meter dpl yaitu pada wilayah 
Kecamatan Kelara dan Rumbia. Jumlah rata-rata curah hujan pertahun di 
Kabupaten Jeneponto selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 1.535 mm 
dengan rata-rata hari hujan 92 hari. Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan 
Januari dan Februari sedang curah hujan terendah yakni pada bulan Juli, 
Agustus, dan September.30 
3. Keadaan Topografi 
Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umunya 
memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi ini terlihat pada bagian utara 
yang terdiri dari dataran tinggi dan bukit yang membentang dari barat ke 
timur dengan ketinggian antara 500-1400 mdpl. Pada bagian selatan meliputi 
wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0-150 mdpl. Berdasarkan 
kemiringan, maka luas lahan (sawah) dilihat dari kemiringannya, maka luas 
lahan dapat dibagi atas: a) Kemiringan 0-2 º seluas 30.817 Ha (14,10 %), b) 
Kemiringan 3-15 º seluas 19.739 Ha (26,32 %), c) Kemiringan 16-40 º seluas 
                                                          





14.178 Ha (18,92 %), d) Kemiringan > 40 º seluas 10.245 Ha (13,86 %). 
Wilayah dataran tinggi pada bagian utara merupakan potensi untuk 
pengembangan tanaman hortikultura, sedangkan wilayah dataran rendah pada 
bagian selatan merupakan potensi pengembangan ekosistem pantai serta 
sumberdaya alam kelautan dan perikanan, serta wilayah dengan ketinggian 
sedang pada bagian tengah merupakan potensi untuk pengembangan 
perkebunan dan tanaman jangka menengah/pendek.31 
4. Kependudukan 
Berdasarkan data penduduk badan pusat statistik Kabupaten 
Jeneponto pada tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 
sementara adalah 392.026 ribu Jiwa, yang terdiri atas 192.384 ribu jiwa laki-
laki dan 198.642 ribu jiwa perempuan. Dari hasil tersebut tampak bahwa 
penyebaran penduduk Kabupaten Jeneponto bertumpu di Kecamatan 
Tamalatea dengan jumlah 64.953 ribu jiwa disusul oleh Kecamatan Bangkala 
dengan jumlah 61.524 ribu jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 
lebih lanjut berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat pada tebel beriku.32 
Table 2.Daftar Kependudukan Berdasarkan Perkecamatan 
SENSUS PENDUDUKAN TAHUN 2012 
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 BANGKALA 30.455 31.069 
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3 TAMALATEA 32.102 32.851 
4 BONTORAMBA 10.872 11.424 
5 BINAMU 12.492 12.889 
6 TURATEA 14.512 14.862 
7 BATANG 19.071 19.565 
8 ARUNGKEKE 16.690 17.844 
9 TAROWANG        9.107 9.440 
10 KELARA 10.487 10.680 
11 RUMBIA 12.259 12.426 
JUMLAH        193.384                         198.642 
Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Jeneponto 2014 
5. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto 
Visi memperhatikan kondisi Kabupaten Jeneponto saat ini, maka 
tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan 
potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah ini serta isu-isu politik 
pemerintahan saat ini yang turut mempengaruhi dinamika pembangunan di 





Jenepontoyang tertuang di RPJP 2006-2026, maka Visi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jeneponto Periode 2013-2018 adalah.33 
a. Visi 
“MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 
DANPENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU 
MASYARAKATJENEPONTO YANG SEJAHTERAH” 
 
Dari Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Adanya suatu niat dan tekad yang bulat yang berlandaskan pada 
hati nurani untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan  
melalui 10 (sepuluh) unsur good governance yaitu: 
1. Penegakanhukum 
2. TransparansiPartisipasimasyarakat 
3. Daya tanggap dankepedulian 
4. Konsensus 
5. Membangun kesetaraan semua wargamasyarakat 
6. Efektifitas danefisienasi 
7. Akuntabilitas 
8. Memiliki visistrategis 
9. Profesionalisme. 
b. Penguatan daya saing daerah memberikan makna terwujudnya 
pengelolaan pembangunan yang efektif, efisien, profesional dan 
                                                          





berwawasan lingkungan dengan mengembangkan segenap potensi 
daerah secarakreatif. 
Masyarakat yang Sejahtera adalah suatu kondisi terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat yang ditandai  dengan membaiknya 
indikator pembangunan Sumber Daya Manusia antara lain ; 
pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat 
pengangguran serta semakin meningkatnya kualitas kehidupan  
yang  layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada 
tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, 
papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangankerja. 
b. Misi 
Untuk mencapai Visi tersebut, maka dirumuskan Misi Pemerintah 
daerah Kabupaten Jeneponto periode 2013-2018 sebagai berikut : 
1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik melalui 
penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip 
goodgovernance. 
2. Meningkatkan Kualitas Sumber DayaManusia 
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 
dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada 
pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian 





4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, 
produktif, transparan, danakuntabel. 
5. Meningkatkan Kualitas KehidupanBeragama; 
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di 
setiap desa/kelurahan yang lebih merujuk pada prinsip 
pengembangan tata ruang dan lingkungan pemukiman 
yangberkelanjutan. 
6. Profil Pemerintahan Daerah KabupatenJeneponto 
Pemerintahan daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun1945.34 
Kondisi pemerintahan di Kabupaten Jeneponto dipenuhi oleh proses 
dinamika dimana pada tahun 2013 telah melaksanakan pemilih kepala 
daerah pada tanggal 18 september 2013, pada pemilihan ini terpilih adalah 
pasangan Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si, sebagai Bupati Jeneponto dan H. 
Mulyadi Mustamu, S.H sebagai Wakil Bupati Jeneponto Periode2013-
                                                          






7. Politik dan Hukum 
  Seiring dengan pembaharuan sistem Politik dan Hukum Nasional 
yang diarahkan pada proses konsolidasi demokratisasi yang 
berkesinambungan, kesadaran akan hak-hak masyarakat Jeneponto terhadap 
kehidupan Politik dan Hukum telah menunjukkan suatu ekspektasi yang 
cukup menggembirakan. Hal ini dapat dirasakan baik secara individu 
maupun melembaga yang senantiasa bersinergi dengan kondisi yang ada 
dalam mendukung terciptanya kualitas proses politik yang kondusif serta 
penegakan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab, dalam bidang 
Politik di Kabupaten Jeneponto terdapat 23 (dua puluh  tiga) Partai Politik 
kontestan pada Pemilu Tahun 2014, dari ke 23 Parpol tersebut terdapat 9 
(sembilan) Parpol yang mempunyai keterwakilan pada lembaga DPRD 
Kabupaten Jeneponto dari 4 daerah pemilihan selama berlangsungnya pesta 
demokrasi di Kabupaten Jeneponto baik pada Pemilu Legislatif maupun 
pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 lalu, dapat dikatakan 
bahwa tidak terdapat konflik yang dapat mengancam keamanan dan 
ketertiban umum daerah, kendati berada dalam suatu kondisi yang sifatnya 
sangat kompetitif. Kondisi inilah yang perlu dipertahankan guna 
memberikan jaminan terciptanya proses politik yang semakin berkualitas 
                                                          





pada masa-masa yang akan datang.36 
B. Gambaran Umum Desa Bontonnompo 
1. Sejarah Desa Bontonompo 
Desa Bontonompo merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di 
Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Desa 
Bontonompo terletak dibagian utara Kabupaten Jeneponto sebelumnya terdiri 
dari 22 desa tetapi sudah dimekarkan menjadi dua kecamatan yakni Kecamatan 
Kelara dan Kecamatan Rumbia sebelum dimekarkan Desa Bontonompo adalah 
pecahan dari Desa Gantarang dan  nanti pada tahun 1992 dijadikan desa 
persiapan dan yang menjabat pada saat itu adalah Karaeng Jalling, nanti pada 
tahun 1994 baru diadakan pemilihan kepala desa secara demokrasi dan yang 
terpilih pada saat itu adalah Drs.Hamzah sampai habis masa jabatannya pada 
tahun 2002-2003 dan diadakan kembali pelihan pada tahun 2004 dan yang 
terpilih pada saat itu adalah Drs.Hamzah sampai habis masa jabatannya pada 
tahun 2010 dan pada tahun itu juga diadakan kembali pemilihan kepala desa 
secara demokrasi kemudian terpilihlah Hj.Nurjaya sebagai kepala desa dan 
sampai sekarang masih menjabat sebagai kepala Desa Bontonompo.37 
2. Kondisi Umum Desa 
Jikadilihat dari letak geografisnyaDesa Bontonompo termasuk dataran 
tinggi yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan sedikit bebatuan 
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sehingga masyarakat dapat memanfaatkan potensi ini dengan memecahkan 
batu gunung tersebut menjadi kerikil dan ada warga yang sudah berprofesi 
seperti itu.38 
Desa Bontonompo memiliki jarak dari ibukota Kecamatan Kelara ± 10 
kmdengan jarak tempuh 30-40 menit, sedangkan jarak dari ibukota kabupaten 
± 24 Km dengan jarak tempuh 1 jam dengan menggunakan roda dua dan roda 
empat. Secara umum, alat transportasi yang digunakan ke Desa Bontonompo 
adalah motor (ojek). Kondisi jalan menuju di dalam desa dan menuju ke desa 
dari ibukota kecamatan atau kabupaten dalam kondisi beraspal meskipun masih 
ada dusun yang belum diaspal sama sekali yaitu jalan yang menuju ke Dusun 
Benrong dan Dusun Kanang-Kanang.39 
Desa Bontonompo termasuk dataran tinggi yang memiliki lahan 
pertanian yang sangat luas akan tetapi sedikit bebatuan hingga masyarakat 
dapat memanfaatkan potensi ini dia pecahkan untuk menjadi kerikil dan batu 
bunung dan dan memang ada warga yang berprofesi seperti itu warga untuk 
menanam tanaman seperti cabe, tomat, sawih, dan banyak lagi tanaman 
masyarakat tergantung dari selera masing-masing petani dengan menggunakan 
alat special untuk menyiram setiap pagi dan sore.40 
Untuk kebutuhan air bersih di Desa Bontonompo sebagian besar masih 
kesulitan karena belum terakses keseluruh dusun jaringan perpipaan padahal 
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sumber mata air sangat memungkinkan untuk dikembangkan dalam melayani 
kebutuhan rumah tangga yang 5 dusun, dan hanya 2 dusun yang 
memanfaatkannya walaupun belum terkelola dengan baik karena belum 
menggunakan bak induk/tower (penampung air) sehingga dusun yang 
ketinggian tidak bisa terlayani.41 
3. Visi 
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 
oleh pemerintah dan masyarakat Desa Bontonompo  6 (Enam) Tahun Kedepan 
olehnya itu perlu Visi yang dapat merangkum semua aspek guna mewujudkan 
cita cita masyarakat Desa Bontonompo serta mengacu pada RPJMDes 
Kabupaten Jeneponto tahun 2013-2018 agar terjadi singkronisasi program 
pembangunan antara Desa dan Kabupaten. Dengan mengacu pada visi yang 
tertuang dalam RPJMD kabupaten Jeneponto maka masyarakat 
bersamapemerintah Desa menyusun Visi Desa Bontonompo periode 2015-
2021 adalah: 
“MEWUJUDKAN DESA BONTONOMPO, MAJU DAN BERILMU 
BERLANDASKAN MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN 
PARTISIPATIF ”42 
Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Desa Bontonompo, adalah 
sebagai berikut: 
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INDAH   : Mengandung makna suatu kondisi desa yang enak di 
pandang mata. 
MAJU :  Mengandung makna terwujudnya desa Bontonompo yang 
lebih baik dari waktu ke waktu baik adanya peningkatan 
kualitas SDM, ekonomi masyarakat yang semakin stabil 
dan sebagainya. 
BERILMU  : Mengandung makna terwujudnya masyarakatDesa 
Bontonompo yangberpendidikan. 
4. Misi 
Untuk mendukung pencapaian visi pembangunan jangka menengah 
Desa Bontonompo, maka dirumuskan misi sebagai berikut : 
1. Meningkatkan dan menata pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, 
berkualitas dan berkelanjutan sehingga akan terwujud Desa Bontonompo 
bernuansa kota; 
2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dan Perekonomian desa dalam upaya 
menciptakan desa yang sejahtera; 
3. Memasyarakatkan Program Pendidikan baik Formal maupun Non Formal 
serta meningkatkan pelayanan kesehatan; 
4. Meningkatkan kualitas, profesional dan rasa tanggung jawab Aparatur 
Pemerintah desa serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan Lembaga 





5. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.43 
Secara administrasi Desa Bontonompo terdiri dari Lima (5) 
dusun/lingkungan dan 5 RK/RT antara lain:44 
1. Dusun Bontomanai 
2. Dusun Bungung Lompoa 
3. Dusun Benrong 
4. Dusun Kanang-Kanang 
5. Dusun Bontoparang 
5. Letak  Geografis DesaBontonompo 
 
Sumber :RPJMDS Desa Bontonompo Tahun 2014. 
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Desa Bontonompo termasuk daerah yang beriklim semi sejuk 
dibandingkan dengan Desa/Kelurahan yang lain di Kec. Kelara karena daerah 
berada pada posisi yang ketinggian terutama yang 2 dusun yang berbatasan 
dengan Kab. Bantaeng  dan sama halnya dengan daerah lain memiliki dua 
musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi 
pada bulan Desember, Januari, Pebruari dan Maret sementara curah hujan 
terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus dan September sedangkan bulan 
April, Mei, Juni, Oktober, Nopember adalah musim Pancaroba.45 
Lokasi Desa Bontonompo berada di Kecamatan Kelara Kabupaten 
Jeneponto dengan luas wilayah ±6-8 km2 dan terletak disebelah kanan ujung 
utara kec.Kelara perbatasan dengan Kab.Bantaeng desa ini pada umumnya 
daerah lahan perkebunan dan perumahan dengan batas-batas wilayah daerah 
sebagai berikut.46 
Tabel 3.Batas-Batas Desa Bontonompo 
BATAS WILAYAH DESA BONTONOMPO 
SEBELAH UTARA DESA LEBANG MANAI 
SEBELAH SELATAN DESA GANTARANG 
SEBELAH BARAT DESA TOMBOLO 
SEBELAH TIMUR KABUPATEN BANTAENG 
Sumber : hasil Sensus Penduduk Desa Bontonompo 2015 - 2020 
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6. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk termasuk yang kurang padat jika dibandingkan 
dengan luas wilayah desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil sensus penduduk yang 
dilakukan pada tahun 2015, tercatat jumlah penduduk Desa Bontonompo 
sekitar 1145 jiwa dengan perbandingan laki-laki 598 jiwa dan perempuan 
sebanyak 547 jiwa.47 
Penduduk Desa Bontonompo merupakan salah satu aset bagi desadalam 
pelaksanaan pembangunan. Hanya sajaskill masyarakat belum memadai karena 
rendahnya pendidikan, sehingga harapan untuk mengubah perwajahan desa 
yang lebih cerah masih menjadi tantangan yang harus dicarikan solusinya. 
Jumlah penduduk Desa Bontonompo dapat dilihat pada table di bawah ini.48 
 





Jumlah Jiwa  
Total Jiwa 
L P 
Bontomanai  97 177 161 338 
Bungung Lompoa 43 89 71 160 
Benrong 68 109 100 209 
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Kanang-Kanang 55 105 85 190 
Bontoparang 68 118 130 248 
Jumlah 331 598 547 1145 
Sumber : hasil Sensus Penduduk Desa Bontonompo 2015 - 2020 
Tingkat pertumbahan penduduk tidak terlalu meningkat hanya saja 
tingkat perkawinan usia dini yang masih tinggidimana rata-rata usia perempuan 
menikah diusia 15-18 tahun yang semestinya harus mengenyam pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi.Meskipun demikian angka kepadatan penduduk 
masih bisa ditekan ini sudah terbukti dengan kurangnya jumlah anak dalam 
setiap rumah tangga dari tiap pasangan usia subur, dimana setiap rumah tangga 
rata-rata punya anggota keluarga 5 (lima) jiwa, masing-masing 2 orang tua 
dengan 3 anak, dan ini diakibatkan dengan kesadaran masyarakat untuk 
memakai alat kontrosepsi (kondom, pil KB, dll) sehingga istilah banyak anak 
banyak rezeki sudah tidak berlaku lagi dalam masyarakat.49 
Masyarakat telah merasakan manfaat dari sedikit anak, selain 
mengurusnya tidak terlalu merepotkan membiayainya pun sedikit lebih ringan, 
apalagi tingkat pendapatan dari hasil pertanian kurang mencukupi untuk biaya 
kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut.50 
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Parang Total  
L P L P L P L P L P L P 
1 0-1 7 4 2 0 3 2 4 2 1 1 17 9 
2 4-5 9 7 4 4 11 5 8 3 12 5 44 24 
3 5-6 12 4 8 3 8 6 4 3 4 2 36 18 
4 7-12 24 19 13 3 11 9 10 10 20 24 78 65 
5 13-15 8 13 5 4 2 3 12 7 13 16 40 43 
6 16-18 8 6 6 3 3 2 4 2 5 11 26 24 
7 19-25 23 20 16 10 18 16 21 17 21 22 99 85 
8 26-35 33 37 10 14 21 26 8 11 18 16 90 104 
9 36-45 36 28 16 17 18 18 26 22 15 18 111 103 
10 46-59 6 2 7 5 0 1 4 1 0 2 17 11 
11 >-50 15 19 2 10 14 12 7 7 9 12 47 60 
Jumlah 181 159 85 73 109 100 108 85 118 129 601 546 





7. Sosial Budaya.  
Penduduk Desa Bontonompo tidak berbeda dengan desa lainnya 
dimana masyarakat yangcukup ramah, tekun dan rajin bekerja. Hampir setiap 
harinya dihabiskan dikebun terutama pada musim tanam tiba. Meskipun sibuk 
masih juga menyempatkan waktu untuk ikut berpartisipasi dalam 
pertemuan/rapat yang diselenggarakan baik oleh pemerintah setempat maupun 
kegiatan sosial lainnya. Hanya saja secara kualitas memang belum terlihat 
karena biasanya pengambil keputusan tetap saja orang-orang yang punya andil 
di desa.51 
Sifat gotong-royong, keswadayaan masih sangat kental dalam 
kehidupan sehari-hari.Hal ini dapat dilihat ketika musim tanam dan panen tiba 
mereka dengan ikhlas saling membantu agar pekerjaan jadi ringan dan cepat 
selesai. Dan kerukunan serta kekompakan masih kental, hal ini terbukti ketika 
diadakan pertemuan dibalai desa, masyarakat sangat antusias menghadiri 
pertemuan tersebut. Sikap antusiasme ini juga didasari oleh insiatif perangkat 
desa yang menarik hati dan perhatian masyarakat berupa pemberian hadiah 
atau undian hadiah kepada peserta pertemuan.52 
Berbeda dengan urusan pesta seperti perkawinan atau hajatan lainnya 
dimana semua sumbangan yang diberikan akan dikembalikan meskipun tanpa 
di tagih. Seolah-olah warga menabung kepada sesamanya. Dan ini sudah 
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menjadi tradisi sejak jaman dahulu sehingga bukan lagi menjadi persoalan 
tetapi mereka merasa sangat terbantu dengan budaya tersebut.53  
                                                          
























Sumber: RPJMDS Desa Bontonompo Tahun 2014. 
C. Pola Stratifikasi Sosial Masyarakat Desa Bontonompo 
Pengelompokan sosial ini merupakan bagian penting dalam menganalisis 
masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan perbedaan pemilikan sumber daya turut 
memberi pengaruh penting dalam stratifikasi sosial. Perbedaan pemilikan sumber 
daya ini kemudian menjadi landasan pembagian lapisan masyarakat secara 
berlapis-lapis. Untuk tujuan praktis, stratifikasi berdasarkan status merupakan 
penguasa hak atas dirinya di dalam lingkungan masyarakat yang sangat 
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA 












































menunjang posisinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini kemudian menjadikan 
status sosial dalam lapisan sosial dimasyarakat menjadi sebuah kebanggaan 
(previlese). Dalam kehidupan sosial, ciri-ciri ini dihadirkan sebagai pembeda 
(distingsi) kelas-kelas sosial. Secara umum, lapisan sosial masyarakat Sulawesi 
Selatan meminjam istilah Pelras berbentuk seperti halnya organisasi sosial. Jika 
kita melihat secara kasatmata, secara tradisional lapisan sosial masyarakat 
Jeneponto tidak berbeda dengan lapisan sosial masyarakat Sulawesi Selatan secara 
umum dimana lapisan sosial dibedakan atas tiga yaitu bangsawan, menengah dan 
bawah. Demikian halnya masyarakat Jeneponto yang berasal dari tumaradeka 
(orang merdeka). Secara tradisional pelapisan sosialnya dibedakan; lapisan 
pertama ditempati oleh golongan bangsawan (Karaeng), lapisan menengah 
(daeng), dan lapisan terendah ditempati golongan (ata). Jika dilihat dalam 
organisasi sosial di Jeneponto, Karaeng memiliki posisi strategis dan penting, hal 
ini menjadi landasan pijak bagi Karaeng dalam memposisikan dirinya dalam 
lapisan tertinggi masyarakat Jeneponto. Stratifikasi sosial juga mengandung 
makna kebanggaan, mengingat dalam nilai-nilai tradisional di Jeneponto, Karaeng 
sebagai lambang status sosial maka siapa yang bisa menguasai arena politik, 
ekonomi dan sosial secara langsung maupun tidak langsung akan mengangkat 
dirinya dalam tingkat yang lebih tinggi meskipun seseorang yang awalnya 
memiliki kelas lebih rendah.  
Fenomena di Jeneponto memperlihatkan hal lain, mobilitas sosial di Desa 
Bontonompo selalu berlangsung dengan kuatnya perebutan status dalam arena 





sosial dengan kepemilikan modal, politik dan pemerintahan walau tidak bisa 
dipungkiri dominasi para Karaeng tampak masih sangat kuat. Di Jeneponto, 
lapisan sosial mempengaruhi previlese seseorang di mata masyarakat. Semakin 
tinggi kedudukan seseorang baik secara sosial, ekonomi, maupun politik semakin 
isitimewa kedudukan dan penghormatan seseorang di masyarakat. Pengalaman 
mereka ini kemudian dihadirkan dalam kehidupan, kepemilikan modal ekonomi, 
simbolik dan politik menjadi simbol kebanggaan. Konsekukensinya, nilai-nilai, 
status, kedudukan dan penghargaan seseorang dijadikan sebagai kontestasi. 
Bentuk ini sebagai pembeda lapisan sosial di masyarakat Jeneponto dan kondisi 
ini masih sering dijumpai. 
Sistem kebudayaan di Dasa Bontonompo adalah sutu daerah yang 
memiliki cirri hampir sama dengan Kabupaten Jeneponto , Desa Bontonompo 
memiliki tiga sistem kebudayaan yang dikenalyaitu Karaeng, Daeng, dan Ata, 
Dalam sistem kebudayaan Karaeng  di Desa Bontonompo mulai dari nenek 
moyang masyarakat mereka sampai sekarang dan masih berlaku adat istiadatnya. 
“Karaeng adalah sebuah nama yang diberikan kepeada seseorang sesuai dengan 
garis keturunan dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya  yang sering kali 
dianggap kuat dalam berbagai bidang di masyarakat Desa Bontonompo.Daeng 
juga tidak bergitu berbedah degan lapisan sosial karaeng yang dimana seorang 
daeng diberi gelar ataupun nama daeng sesuai dengan garis keturunannya akan 
tetapi kasta daeng berada dibawah kasta karaeng dengan kata lain kasta daeng 
berada pada lapisan kedua di dalam lapisa sosial masyarakat desa 
Bontonompo.Sedangkan kasta Ata adalah seseorang yang tidak memiliki nama 
gelar atau bisa dikatakan sebagai masyarakat biasa yang hidup dalam 
lingkungan masyarakat Desa Bontonompo yang sering kali pada dahulu kala 
seringkali dijadikan sebagai pekerja kasar ataupu dalam msyarakat desa 
Bontonompo di kenal dengan bahasa taunisuro suro”.54 
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Adat istiadat yang dimiliki seorang karaeng sangat berbeda dengan orang-
orang yang bukan termasuk dalam kategori karaeng, dari segi derajat kemanusiaan 
yang dipahami, seorang karaeng adalah orang yang sangat di hargai dan d 
dihormati oleh masyarakat dibandingkan dengan daeng ataupun ata karena 
menganggap Dirinya adalah orang paling tinggi derajatnya, khususnya di daerah 
Jeneponto. 
Zaman dahulu terbentuknya sistem Karaeng  di Jeneponto sangat berbeda 
dengan sistem Karaeng yang sekarang karena nilai-nilai Karaeng yang 
sesungguhnya sudah mulai luntur pada kalangan Karaeng itu sendiri, bahkan 
sistem pemahaman Karaeng sekarang yang menjadi kesombongan pada hampir 
setiap Karaeng. Pada zaman dahulu seorang Karaeng tidak membiarkan anaknya  
menikah yang bukan keturunan Karaeng atau sederajatnya. 
Budaya yang lahir di Jeneponto ini adalah  merupakan kekayaan budaya 
yang dimiliki oleh masyarakat Jeneponto. Tetapi perbandingan sekarang sudah 
terlihat dan terbukti bahwa kebanyakan dari golongan karaeng sudah tidak 
mengenal sistem karaeng yang sesungguhnya. Ata adalah sekelompok masyarakat 
yang derajatnya sangat rendah dibandingkan dengan Karaeng yang tidak memiliki 
sifat khusus yang dimiliki oleh seorang Karaeng pada khususnya. Dari segi adat 
istiadat yang dianut oleh seorang Ata sangat bereda dengan seorang karaeng, 
seperti halnya pada sistem perkawinan, kematian, dan acara-acara adat lainnya. 
Dalam sistem pernikahan seorang Ata tidak pernah melakukan pernikahan kepada 





derajatnya dibandingkan dengan seorang Ata. Namun pada perspektif ini yang 
nilai-nilai karaeng sudah mulai menurun maka bisa saja terjadi proses pernikahan 
seorang Karaeng dengan Ata. 
Seorang Ata sering dicaci maki oleh seorang Karaeng kalau bermasalah 
dengan Karaeng karena seorang karaeng menganggap dirinya paling terhormat di 
Daerah  Jeneponto. Ata dengan Karaeng saat ini sudah nampak dan terlihat dihati 
masyarakat dari segi perkawinannya dan bahkan derajat seorang Ata akan sejajar 
dengan Karaeng yang dimiliki pada hakekatnya. Oleh karena itu, Ata merupakan 
bagian dari seorang Karaeng. Akhirnya Jeneponto dinamakan sebagai kota 
Karaeng dan tanah kelahiran para Karaeng yang memunculkan kiasan kata ‘’kalau 
kau karaeng jangan cari Tumaraeng’’. Dari sisi lain, meninggalnya baik seorang 
Karaeng maupun Ata maka masyarakat Jeneponto akan berbondong-bondong 
datang dengan membawa sarung, uang dan lain-lain sebagainya sebagai rasa turut 
berbela sungkawa dan membantu keluarga almarhum, hal ini terjadi karena sistem 
kepercayaan yang berlaku sejak nenek moyang mereka yang sifatnya masih 
berlaku sampai sekarang. 
Secara umum sistem kekerabatan orang Desa Bontonompotidak berbeda 
jauh dengan sistem kekerabatan yang ada di Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana 
lazimnya masyarakat Kabupaten Jeneponto, orang Desa Bontonompo juga 
menganut sistem kekerabatan yang bilateral, yang berarti seseorang merunut dari 
kekerabatan dan keturunan berdasarkan laki-laki. Dengan demikian, sistem 





hubungan garis kekerabatan laki-laki atau sehingga jalinan kekerabatan menjadi 
sangat luas.  
Hal ini kemudian, penelusuran kekerabatan seringkali dikaitkan dalam 
silsilah keluarga. Setiap keluarga mengenal baik pertalian itu dari beberapa garis 
genealogis generasi pendahulunya. Penelusuran pertalian kekerabatan ini dapat 
diketahui melalui sejarah. Masyarakat Desa Bontonomposebagian besar memiliki 
silsilah keluarga yang tertulis kemudian dipajang atau disimpan yang bisa 
diperlihatkan. 
Kapan saja untuk generasi mendatang sebagai bagian penting dalam 
ingatan terhadap leluhur mereka. Bagi masyarakat biasa ataupun golongan 
bangsawan, penelurusan kekerabatan ini juga merujut pada kesamaan nenek 
moyang atau pertalian keluarga. Mengingat orang Desa Bontonompo dapat 
menelusuri silsilah kekerabatan dari garis keturunan laki-laki maupun dari 
perempuan. Di Desa Bontonompo garis kekerabatan ataupun asal-usul sangat 
penting karena menyangkut harkat dan martabat keluarga. Kekerabatan ini 
digunakan sebagai modal sosial dalam arena kehidupan. Bagi golongan 
bangsawan, penelusuran kekerabatan selalu merujuk pada lontaraq atau kisah 
yang tertulis. Tidak heran jika sebagian golongan bangsawan menampilkan 
silsilah keluarga adalah sebuah kebanggaan sosial. menduga bahwa penelusuran 
garis kekerabatan masyarakat ini berkaitan dengan konsep siri’. Prinsip yang 





penting di masyarakat Jeneponto dalam menjaga, menjalin dan menelusuri jejak-
jejak kekerabatannya.  
“Kekerabatan orang Jeneponto termasuk keluarga besar (extended 
family) dimana di dalam satu rumah tidak hanya dihuni oleh ayah, ibu 
dan anak-anak saja melainkan juga terdiri dari keluarga yang lain seperti 
mertua dan sanak keluarga dari ayah atau ibu. Kepala keluarga dipimpin 
oleh laki-laki, Seorang laki-laki adalah pengayom yang melindung 
saudara atau keluarga perempuan namun lebih dari sekedar siri‟, 
pemaknaan penelusuran silsilah kekerabatan dalam lontaramenjadi modal 
budaya bagi masyarakat Kabupaten Jeneonto dan masyarakat Desa 
Bontonompo. Selain asal usul kekerabatan, perkawinan menjadi 
permasalah penting bagi masyarakat Jeneponto. Seperti masyarakat 
Kabupaten Jeneponto pada umumunya, perkawinan bagi orang Jeneponto 
menjadi permasalahan keluarga (termasuk juga perjodohan)”55.  
Proses pertalian perkawinan ini selalu mengaitkan keluarga. Bahkan sejak 
kecil perjodohan kerap dilakukan dengan keluarga dekat yang disebut 
passialleang, seperti sepupu satu kali atau dua kali. Bagi kaum bangsawan lama, 
perjodohan hal biasa untuk menjaga darah bangsawan dan warisan. Tradisi 
perkawinan dengan jalan perjodohan masih ada dipertahankan bagi keluarga 
Jeneponto yang tersebar di beberapa tempat. 
Pola Stratifikasi Sosial Desa Bontonompo 
     
 
   
Sumber : Tokoh masyarakat Desa Bontonompo 
                                                          









“Karaeng adalah sebuah gelar yang di berikan kepada seseorng sesuai 
dengan garis keturunannya, di man karaeng ini merupakan lapisan sosial 
teratas yang ada pada msyarakat Jeneponto pada umumnya dan bgitupun 
di masyarakat desa Bontonompo secarah terkusus. Karaeng sering kali 
menjadi sebuah patokan dalam masyarakat atau dianggap sebagai tokoh 
masyarakat yang sangat di dengar perkataannya. Sedangkan daeng 
merupakan lapisan kedua atau lapisan menengah di dalam laipsan sosial 
masyarakat, pada lapisan daeng merupakan lapisan yang diamana 
seringkali juga dijadikan sebagai tokoh masyarakat berdasarkan seberapa 
besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat tersebut, dan dilihat 
dari kepribadian seorang daeng yang cukup bijaksana dalam masyarakat 
atau tidak.Sedang kan lapisan sosial ketigah atau lapisan sosial terendah 
yang biasa di sebut sebagai seorang ata seringkali di jadikan sebagai 
pekerja kasar ataupun orang suruhan dari kedua lapisan sosial di 
atasnya, terkadang seorang yang berada pada kelas ata menjadi pekerja 
perkebunan ataupun peternakan oleh sang pemilik tanah atau hewan yang 
biasanya dimiliki oleh seorang karaeng atau daeng akan tetapi 
lebihdidominasi oleh seorang karaeng”.56 
Ketiga lapisan sosial diatas yang berkembang di kalangan masyarakat 
yang kemudian menjadi sebuah batasan batasan tentang keadaan masyarakat di 
Desa Bontonompo yang sampai saat ini masih dijaga oleh masyarakat dan ditaati 
serta dipatuhi oleh masyarakat pada ummnya, dan selalu menjadi sebuah tolak 
ukur dalam memeperilakukan setiap masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya 
sesuai dengan garis keturuan seseorang. 
D. Implikasi Stratifikasi Sosial Dalam Konteks Kepemimpinan Desa 
Bontonompo 
Masyarakat Desa Bontonompo dalam pelapisan sosial dapat mudah 
ditemukan. Pelapisan sosial dapat dijumpai dengan melihat struktur 
masyarakatnya sekarang ini dimana lapisan Karaeng ditempatkan pada lapisan 
teratas, daeng ditempatkan pada lapisan bawah derajat kebangsawanan Karaeng, 
sedangkan lapisan bawah adalah ata, hamba sahaya yang mengabdi para 
                                                          






bangsawan. Walau demikian, perubahan strata terjadi di Jeneponto seiring waktu. 
Sekarang masyarakat Jeneponto termasuk dalam lapisan masyarakat terbuka, 
sehingga aspek dinamis pun terjadi, perubahan ini nampak dari beberapa golongan 
ata yang telah berubah status sosial karena pemilikan modal ekonomi dan 
pengetahuan. 
Paham-paham baru yang diterima oleh masyarakat Desa Bontonompo 
memberikan sebuah efek besar tentang kesadaran mayarakat dalam menerapkan 
sistem demokrasi tentang kebebasan semua anggota individu masyarakat memiliki 
hak yang sama dalam kepemimpinan desa dan lebih sadar bahwa kepemimpinan 
dan kekuasaan tertinggi berada pada masyarakat umum dan mulai meninggal 
kebiasaan-kebisaan  memandang persoalan kekaraengan yang di mana adanya 
batasan-batasan tertentu terhadap seorang pemimpin yang seringkali melahirkan 
model kepemimpinan kekeluargaan. 
Kesadaran ini dibentuk oleh keinginan dasar manusia bahwa hakikat 
manusia bebas dan merdeka, kesadaran kemerdekaan secara inividu tersebut 
dilandasi tanggung jawab dan keinginan meraih kemajuan, dan kebebasan 
masyarakat tanpa adanya tekakanan dan perbedaan dari setiap golongan pada 
persoalan kepemimpinan di desa. 
Adanya kecenderungan kelas bawah dan menengah untuk ‘meruntuhkan’ 
dominasi kaum bangsawan dengan jalan pengetahuan, pendidikan dan pemilikan 





merengkuh pendidikan tinggi dan berhasil secara ekonomi perlahan-lahan 
memproduksi pengetahuan menjadi Karaeng, dalam istilah masyarakat Jeneponto. 
Kecenderungan masyarakat Desa Bontonompo berlanjut sampai saat ini 
sehingga masyarakat pada umunya dalam mentukan sikap terhadap persoalan 
kepemimpina tidak lagi mengutamakan persoalan keturunan melaiankan lebih 
mengarah persoalan kedekatan calaon kepada masyarakat dan persoalan 
kapabilatas seorang calon kualitasnya sendiri. 
Kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih atau hak suara mereka 
dalam menetukan arah kebijakan pemerintahan berada pada persoalan pilihan 
mereka, dan lebih menyadari akan keikutsertaanya dalam setiap momentum 
pemilihan kepala desa sangat besar baik di mata demokrasi dan segi  
kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 
Pola masyarakat terbuka yang mulai dianut oleh masyarakat Desa 
Bontonompo beberapa tahun belakangan dengan tidak sadar membawa 
masyarakat Desa Bontonompo pada suatu kedaaan terjadinya perubahan sruktur 
sosial di kalangan masyarkat umum, meskipun tidak semua masyarakat mampu 
menerima persoalan perubahan-perubahan yang terjadi dan masih 
mempertahankan pola stratikasi yang lama tetapi pada umumnya masyarakat Desa 
Bontonompo lebih menginginkan perubahan struktur sosial dengan mencoba lebih 
terbuka menerima paham-paham baru. 
Keadaan masyarakat Desa Bontonompo saat ini menjadi lebih terbuka 





Negara kita sendiri dimana seorang individu dalam menuntukan pilihan politiknya 
lebh bebas dan lebih independen sesua penilainya individu individunya sendiri, 
dan diaman tidak adanya tekanan tentang paham paham persoalan darah yang 
dimana hanya beberapa orang yang mampu memimpin akan tetapi lebih 
memparaktekan persoalanpersoalan demokratisasi dalam memilih pemimpin. 
Nilai tentang jiwa kepemimpinan yang dimiliki seorang karaeng dalam 
kehidupan masyrakat yang kerap kali menjadi sebuah tolak ukur atau patokan 
dalam melihat seorang pemimpin seakan akan hanya menjadi sebuah masa lalu 
yang yang hilang begitu saja, diamana perspektif masyarakat Desa Bontonompo 
tentang nilai kepemimpinan seorang karaeng yang kemudian melahirkan sebuah 
paham dalam lingkaran kehidupan msyarakat tentang hanya sesama strata karaeng 
yang mampu memimpin mererka, dan membawa aspirasi mereka ke hal-hal yang 
lebih baik dan mampu menyejaterahkan kehidupan bermasyarakat, perspektif 
yang disebutkan itulah pada kalimat sebelumnya secara perlahan mulai hilang 
dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dalam melihat sebuah 
kepemimpinan Desa di Desa Bontonompo. 
Kemudian telah mulai menerina paham-paham Seperti menenrima paham 
tentang demokrasi meskipun pada umumnya masyarakat Desa Bontonompo tidak 
mengerti seperti apa paham demokrasi tersebut namun fakta yang terjadi dalam 
kesehari masyarkat lebih mengutakana tentang paham demokrasi, dimana 
masyarakat DesaBontonompo melihat kepemimpinan yang ada di desanya lebih 





mereka atau calon kepala desa meskipun bukan dari kalangan karaeng, dan 
memberikan kebebasan kepada kalangan daeng dan ata untuk menjadi seorang 
pemimpin ditengah-tengah mereka. 
Proses pemilihan kepala desa secara demokratistampa adanya penilaian 
yang akan meruntuhkan semangat seorang calon senantiasadiharapkan dapat 
membawa perubahan hidup bermasyrakat kearah yang lebihbaik, serta dapat pula 
memperkokoh semangat demokrasi di desakhususnya. Dalam proses 
penyelenggaraannya pemilihan kepala desa berlangsung secara bertahap. 
Keterlibatan rakyat secara langsung dalam Pilkades, berimbas pada dua 
dampak langsung yang melekat pada pelaksanaannya. Di satu sisi keterlibatan 
rakyat tersebut merupakan satu hal yang positif, yakni mulai terbangunnya satu 
pilar demokrasi di mana keterlibatan tersebut telah menguatkan kesejajaran rakyat 
sebagai subjek. Namun di sisi lain keberadaan suksesi kepemimpinan secara 
langsung yang tidak dibarengi oleh kemandirian dan kapasitas rasional yang 
tercermin dari minimnya pengetahuan dan kesadaran politik dengan baik, tak 
lebih hanya mengarahkan rakyat sebagai objek politik semata. 
Salah satu variabel sistem politik adalah kebudayaan politik. Bahkan oleh 
sementara ilmuwan politik dikatakan bahwa kebudayaan politik  merupakan salah 
satu variabel penting dalam system politik, karena variabel ini lebih 
mencerminkan faktor-faktor subyektif dibanding dengan variabel-variabel 





keseluruhan pandangan politik seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap 
politik, legitimasi, pengaturan. 
“Perubahan struktur sosial masyarakat Desa Bontonompo bisa dikatakan 
sagatlah signifikan apabila dikaitkan dengan masalah kepemimpinan di 
Desa Bontonompo di mana saat ini masyarakat Desa Bontonompo yang 
telah bermetamorfosis menjadi masyarakat terbuka tidaklah lagi 
memberikan batasan-batasan kepada seorang pemimpin (kepala desa) 
ataupun seorang calon kepala desa bahwasanya harus memiliki dara 
keturunan karaeng atau daeng, akan tetapi masyarakat Desa Bontonompo 
telah memberikan kebebasan kepada semua masyarakat desa yng memilik 
kapasitas menjadi seorang pemimpin desa, sesua dengan persepsi 
masyaraka yang berbeda-beda dan beragam”.57 
“Menurut salah seorang tokoh masyrakat Desa Bontonompo Dusun Bonto 
Mania mengatakan bahwa seorang pemipin (kepala desa) tidak lagi 
ditunjang oleh persoalan kekaraengannya akan tetapi lebih ditunjang oleh 
kedekatan seorang masyarakat dengan masyarakat luas, karena untuk apa 
kita memilih seorang kepala desa yang berasal dari kalangan karaeng 
ketika mereka tidak mampu mengayomi kami”.58 
Pendapat responden diatas sehinggah mampu dikatakan kepemimpinan 
yang terjadi pada saat ini di Desa Bontonompo telah banyak berubah dari pola-
pola lama yang ada dimasyarkat, dimana pada zaman dahulu seseorang yang 
memiliki aliran keturuan karaeng yang sangat hebat dinilai mampu 
memngembang amanat dan mampu menyelelesaikan setiap permasalahan di 
masyarakat, dengan seiring waktu berjalan pola-pola kepemipinan tersebut mulai 
ditinggalakan oleh masyarakat Desa Bontonompo dimana pada umumnya 
masyarakat Desa Bontonompo lebih mengarah kepada pola masyarakat terbuka 
dan mampu menerima paham paham tentang kepemimpinan yang lebih 
demokratis bahwa setiap warga masyarakat Desa Bontonompo memiliki hak dan 
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kewajiban yang sama dalam menjadi sorang kepala desa di Desa Bontonompo 
tampa harus melhat garis keturunan seorang calon kepala desa. 
Masyarakat Desa Bontonompo pada umumnya menginginnkan keadaan 
yang sosial yang lebih dinamis dan mampu bersinergi dengan keadaan-keadaan 
msyarakat yang ada didaerah lain,  
“Pola terbuka pada masyarkat melihat pola kepemimpinan dengan gaya 
lama dimana gaya kepemimpinan yang lama dengan melihat garis 
keturunan karaeng lebih kakuh dan tidak memberikan kebebasan kepada 
kalangan daeng ataupn ata dalam ruang lingkup masyarkat, 
kepemimpinan seorang karaeng dinggap sering kali lebih mementingkan 
kepentingan kelas sosialnya dibandingkan denga kepentingan masyarakat 
luas sehingga membuat kehidupan masyarakat lebih terpaku dan tertutup 
pada satu aspek kekaraengan”.59 
“Perubahan-perubahan  struktur sisoal inilah yang terus terjadi sampai 
saat ini dikalangan msyarakat Desa Bontonompo, yang smpai saat ini 
setiap pemilihan kepalah desa seorang calon dilihat lebih demokratis, 
karna melihat seorang individu calon kepala desa secara demkratis tanpa 
mempedulikan asal usul atau keturunannya lebih memeberikan corank 
kehidupan yang jauh lebih baik kepada kehidupan masyarakat Desa 
Bontnompo”.60 
Kemudian dari pendapat kedua respon tersebut sehingga melahirkan 
beberapa Individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai 
makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa 
yang dianggapnya kepentingan diri sendiri.  pilihan rasional melihat kegiatan 
perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan 
karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan 
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kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga 
perbedaan dari alternative alternatif berupa pilihan yang ada. 
Pemilih di dalam pendekatan inidiasumsikan memiliki motivasi, prinsip, 
pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup. Pilihan politik yang mereka 
ambil dalam setiap pemilihan bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasan 
melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan 
informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus 
menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk 
menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik 
dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (self interest) 
maupun untuk kepentingan umum. 
Hal ini terlihat dibeberapa pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan 
sebelumna diamana seorang pemimpin tidak lagi didominasi oleh kalangan 
karaeng ataupun kalangan daeng, pada pemilihan kepala desa pada tahun 2006 
silam terlihat dari sana bahwa sayanya ada dua calon kepala desa yang bertarung 
pada saat itu yaitu Hamza S.sos dari kalangan masyarakat biasa dan Karaeng 
Tumpu sebagai perwakilan kelas Karaeng, dalam pemilihan kepala desa ini kita 
diperhadapkan suatu fakta bahwa seseorang yabg dari kelas ata (masyarakat biasa) 
mampu bersaing oleh orang orang dari kalangan karaeng. 
“Dalam pemilihan kepala desa ini juga tidak hanya meperlihatkan 
pertarungan perbutan kursi pucuk kepemimpinan di Desa Bontonompo 
akan tetapi memberikan gambarakan kepada kita tentang pertarungan 
dua kelas sosial yang sangat signifikan berbeda, terlepas dari strategi 
pemenangan kedua calon kepala desa pada pemilhan tahun 2006 lalu 





desa dalam pertarungan kepala desa tahun 2006 mampu dimenangkan 
oleh Hansa S.sos  dan terpilih menjadi seorang pemimpin pemerintahan 
Desa Bontonompo pada tahun 2007 lalu”.61 
 Pertarungan kepemimpinan desa di tahun 2006 yang lalu memberikan 
gambaran kepada penulis tentang terjadinya pergeseran stratifikasi sosial dalam 
konteks kepemimpinan di Desa Bontonompoyang kemudia Hal ini terulang 
kembali pada pemilihan kepala desa selanjutnya pada tahun 2012 dimana pada 
pemilihan kepala desa yang diselenggarakan pada tahun 2012 betul-betul terjadi 
sebuah perubahan struktur sosial di kalangan masyarakat Desa Bontnompo 
dimana pada pemilihan tahun 2012 dan lalu tidak seorangpun dari kalangan 
karaeng yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa akan tetapi lebih 
didomiasi dari kalangan daeng dan kalangan ata, dangan lebih mengedepankan 
sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut. 
Meskipun ada dua calon dari kalangan daeng yaitu Sainodding dg 
Candongakan tetapi pada pemilihan pada tahun 2012 lalu masih mampu di 
pertahankan oleh HJ.Nurjaya istri dari Hamsa S.sos sebagai mantan kepala desa, 
karna mansyarkat melihat kedekatan keluarga Hamza S.sos kepada masyarakat 
Desa Bontonompo. 
Pertarungan kepemimpinan desa atau pemilihan kepala desa yang baru 
baru saja terjadi beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 24 oktober 2017 
dimana dalam pemilohan kepala desa Bontonompo muncul beberapa nam yaitu 
Hamsa,S.sos dengan nomor urut 1 dan Sainuddin dg Candong no urut 2 
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merupakan satu satunya calon kepala desa yang berketuruana Daeng dan muncul 
nama baru yaitu Baharuddin dengan nomor urut 3 serta sabang sebagai calon 
nomor urut 4. 
Pertarungan pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu dimana 
munculnya satu orang calon kepala desa dari kelas sosial daeng dan ada tiga calon 
kepala desa dari kelas sosial ata kan tetapi dari tiga calon tersebut muncul nama 
Hamsah.S.sos sebagai orang memiliki pendidikan yang cukup memeadai dengan 
gelar S1 dan  puncak kepemimpinan kembali di duduki oleh Hamsa,S.sos dan 
akan menjabat sebagai kepada desa 5 tahun kedepan di Desa Bontonompo. 
Terpilihnya Hamsa,S.sos memeberikan kita sebuah gambaran besar tentap 
apa yang yang telah dituliskan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya tentang 
adanya perubahan nilai didalam masyarakat Desa Bontonompo pada umumnya 
yang diamana terjadinya kekalahan calon yang bersal dari kelas sosial Daeng dan 
dimenangkan oleh seseorang yang berasal dari kalangan Ata dengan membawa 
lebel seorang yang berpendidikan tinggi dengan gelar sarjananya. 
“Kemenangan Hamsa juga diperkuat melalui argument salah seorang 
tokoh masyarakat desa Bontonompo yaitu sainong, yang mengatakan saat 
ini masyarakat lebih melihat seorang calon kepala desa dari segi 
pendidikannya dimana seorang kepala desa merupakan pemimpin kita 
dalam ruang lingkup desa ini yang artinya semua hasil pemikirannya pula 
akan membawa kemana arah desa ini dan masyarakatnya untuk beberapa 
waktu kedepan, jadi seorang kepala desa dengan gelar sarjana memang 
mampu menjadi pemimpin kita di desa ini dibandingkan dengan yang 
berketurunan daeng maupun karaeng akan tetapi tidak memiliki 
pengetahuan yang ditunjang dengan pendidikan”.62 
                                                          






Apa yang terjadi di pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu 
memberikan gambaran yang cukup besar tentang perubahan nilai di dalam 
masyarakat dimana dalam wajah kepemimpinan desa diDesa Bontonompo tidak 
lagi berpatokan kepala kelas sosial seseorang untuk menjadi seorang kepala desa 
di Desa Bontonompo, yang kemudian masyarakat Desa Bontonompo lebih kepada 
masyarakat terbuka dengan membuka kran demokrasi seluas luasnya kepada 
siapapun untuk bisa menjadi seorang kepala desa atau pemimpin bagi masarakat 
Desa Bontonompo. 
Dimana pada era Sembilan puluan kekuatan seseorang berasal dari Gelar 
karaeng itu sangat memilikih peran besar dalam masyarakt baik dari segi 
pandangan masyarat dalam menentukan pemimpin maupun menjadikan seorang 
tokoh masyarakat dikalangan sekitarnya akan tetapi dalam kurun waktu 15 
tahunbelakangan pemahaman tersebut mulai terkikis sedikit demi sedikit dalam 
wajah kepemimpinan di Desa Bontonompo yang dimana seorang kepala desa 
tidak lagi harus berasal dari kalangan seorang karaeng ataupun daeng. 
Tetapi masyarakat Desa Bontonompo lebih memilhat kepada kualitas 
seorang calon melalui kedekatannya dengan masyarakat luas dan yang paling dan 
dari segi pendidikan seorang calon yang dinilai mampu menjadi pemimpinnya di 







1. Penyebab Terjadinya Pergeseran Stratifikasi Sosial Di Desa 
Bontonompo 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya 
saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih 
kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, 
sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap 
representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih 
sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang 
paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh 
elit, identifikasi kepartaian sistem sosial,media massa dan aliran politik.  
Seseorang memutuskan memilih kandidat tertentu setelah 
mempertimbangkan untung ruginya sejauh mana program-program yang 
disodorkan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya, atau 
sebaliknya malah merugikan.Pada tahun ini merupakan tahun kembali 
digelarnya pesta demokrasi terbesar di Desa Bontonompo. Pada momen pesta 
demokrasi yang akansegera diselengggarakan ini merupakan sebuah 
momentum bagi masyarakat dalam arah kepemimpinan selama lima tahun 
kedepannya, dan kebebasan seorng individu dalam menentukan siapan 
pilihannya tokoh politiknya nanti di kursi kepemimpinan desa pengaruhi oleh 
beberapa faktor. 
a. Trauma Tentang Masa Lalu 
Ketakutan bayangan sosial yang dimaksud oleh sang penulis bukan 





objektifitas, melainkan ketakutan yang dimaksud adalah ketakutan 
ketakutan yang selalu membayangi pikiran masyarakat Desa Bontonompo 
pada umumnya akan hal-hal yang lampau yang tidak ingin terjadi kembali, 
ketukutan bayangan sosial menjadi sebuah fenomena umum pada msyarakat 
desa bonto nompo tentang penyaki sosial yang terjadi pada masa lampau 
pada pemimpin pemimpinnya. 
Ketakutan ketakutan sosial yang membayangi masyarakat ini akan 
gaya dan sikap kepemimpinan pada masa lampau menjadi salah satu tolak 
ukur masyarakat Desa Bontonompo pada umumnya  dalam menentukan 
sikap memilih pemimpin ataupun kepala desa beberapa tahun belangan ini. 
Perilaku-perilaku yang memiliki garis keturanan karaeng di masa 
lampau ketika menjadi seorang pemimipin ataupun penguasaa di Desa 
Bontonompo menjadi sebuah tolak ukur masyarakat Desa Bontonompo saat 
ini yang mulai mebuka diri terhadap masyarakat luar atau biasa dikenal 
dengan masyarakat terbuka. 
Ketakutan bayangan sosial di masyarakat di Desa Bontonompo 
sangat berpengaruh kepada pemilihan kepala desa pada beberapa periode 
kepemimpinan belangan ini di Desa Bontonompo, Banyaknya perilaku yang 
menyimpan yangtidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang sering kali 
dilakukan bagi para kaum elit keturunan karaeng dimasa lampau menjadi 
sebuah ketakutan-ketakutan yang selalu membayangi pada khalayak 





“Ketika seorang keturunan karaeng mendominasi kepemimpinan di 
desa seringkali berbuat semaunya, dan berprilaku seenaknya tanpa 
memikirkan apa yang ada dipikiran masyarakat banyak contohnya 
ketika seorang karaeng tidak menyukai seseorang dia akan langsung 
memukulnya tampa adanya sanksi hukum ataupun sanksi sosial”.63 
“Kepemimpinan karaeng pada masa lalu yang sering kali 
memunculkan konsep perpolitikan dinasti atau kekerabatan, menurut 
wawancara dari salah satu informan mengemukakan jika seorang 
karaeng memimpin akan membentuk sebuah dinasti dalam rana 
pemerintahan desa diaman yang menjabat semuah jabatan strategis 
di desa adalah keluarganya sendiri dan tidak mementingkan 
persoalan kapabilitas keluarganya sendiri akan tetapi lebih 
memikirkan bagaiman bisa tetap mempertahangkan kebijakan yang 
ada di desa kepada keluarganya”.64 
Ketakutan ketakutan yang seperti disebukan oleh para responden 
saat melakukan penelitian dilapangan yang sampai saat ini sangat dijaga 
oleh masyarakat desa Bontonompo sehingga adanya sebuah perubahan 
struktur sosial terhadap kepemimpinan desa di Desa Bontonompo 
Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. 
b. Perubahan pola pikir masyarakat 
Proses Belajar juga diimbangi dengan Pola pikirsebagai cara menilai 
dan memberikan kesimpulan terhadap sesuatu berdasarkan sudut pandang 
terhadap persoalan kepemimpinan di Desa. Meskipun banyaknya  
Perbedaan pola pikir seseorang disebabkan oleh bedanya jumlah sudut 
pandang yang dijadikan dasar dan ada pula sudut pandang seseorang untuk 
berpikir dipengaruhi oleh emosi, pendidikan dan pengalaman. Hal ini yang 
menjadi tolak ukur tinggi rendahnya kedewasaan seseorang, landasan atau 
                                                          
63 Dg. Saparang (61 Tahun), Tokoh Masyarakat Dusun Bonto Manai,Wawancara, 6 Juli 
2017. 
64 Tontong Abdulla S.Sos Msi (56 Tahun) Tokoh Masyarakat Dusun Bungung Lompoa, 





alasan tapi jika dilihat dari kaca mata kepemimpinan di desa memiliki pola 
pandang yang sama bahwasanya dalam melihat objek seorang pemimpin 
lebih mengarah kepeda persoalan kapasistas dan kedekatannya kepada 
masyarakat. 
Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya informasi-
informasi yang beredar dimana masyarakat alamiah dikehidupan masyarakat 
memberikan sebuah perubahan pada setiap individu-individu masyarakat 
Desa Bontonompo, salah satunya adalah berubahnya polah pikir masyarkat 
Desa Bontonompo dalam memandang persoalan kepemimpinnan di desa. 
Perubahan pola pokir masyarakat di Desa Bontonompo seakan 
menggering merka kepala keberlangsungan pemilihan kepala desa yang 
akansegera dilaksanakan, hal ini juga berdampak lebih positif kepada pola 
demokrasi yang mulai berjalan dlam setiap pemilihan kepala desa. 
Hal itu dapat dilihat dari penilaian masyarakat kepada seorang calon 
kepala desa yang lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya, 
dimana ada saat ini masyarakat Desa Bontonompo lebih mengedepankan 
persoalan kapasitas dan kapabilas seorang calon serta kedekatan seorang 
calon kepala desa kepada masyarakat luas, mulai mengurangi persoalan 
garis keturunan seorang calon kepala desa. 
Perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang persoalan pest 
demokrasi lebih independen kepada  isu-isu politik yang seringkali menjadi 





jelas dengan tidak lagi adanya penilai terkusus kepada seorang calon kepala 
desa persoalan status sosial secra garis keturunan, dengan demikian 
masyarakat lebih fokus kepada kapasitas seorang calon dibandingkan 
persoalan keturunan. 
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Bontonompo dalam 
wawancara di lapangan mengemukakan: 
"Bahwa hal-hal yang pernah kita lakukan pada tahun 1980-2000 itu 
sebenarnya tidak mesti lagi kita harus kita pertahankan sampai saat 
ini karena paham yang kita lakukan dulu akan membuat kita 
semakin mundur dariapa yang da disekitar kita saat ini seperti 
tentang pemilihan kepala desa, bahwa sanya tidak mesti lagi 
seorang kepala desa itu harus keturuna karaeng sebab untuk apa 
kepala desa kita karaeng kalau pada dasarnya kepala desa kita tidak 
mampu membimbing masyarakatnya kerah yang lebih baik, 
sedangkan saat ini sudah banya anak muda itu memiliki kualitas 
yang lebih bagus dalam kepemimpinan”.65 
Mindset atau pola pikir yang berkembang dimasyarakat saat ini 
menjadi sebuah ancaman ketenanran seseorang yang memiliki garis 
keturunan karaeng yang sempat sangat popular pada tahun-tahun 
sebelumnya yang kemudian merubah tatanan masyarakat Desa Bontonompo 
dalam bersikap kepada pemilihan kepala desa yang akan segera 
dilaksanakan. 
2. Nama-nama kepala Desa Bontonompo 
1. Karaeng jalling merupakan anak dari Karaeng Nyallu di Kelara, karaeng 
Jalling menjabat pada tahun 1997 samapai pada tahun 2002 di mana pada 
saat itu Desa Bontonompo msih bernama Desa Gantarang sampai pada pada 
                                                          





tahun 2000 desa Gantarang di pisahkan menjadi dua desa yaitu Desa 
Gantarang sendiri dan Desa Bontonompo tetapi pada masa itu Karaeng 
Jalling masih menjabat Desa Bontonompo sebagai kepala desa dengan nama 
desa persiapan.66 
2. Sampai pada pemilihan kepala desa pada tahun 2002 telah terjadi pergantian 
kepemimpinan yang pad masa itu di pimpin oleh Hamsah dg. Rate 
merupakan anak kedua dari H. Rudda yang merupakan salah satu tokoh 
masyarakat berpengaru di desa Bontonompo pada saat itu.67 
3. Pemilih kepala desa pada tahun 2007 Silam terjadi pertarungan sengit antara 
strata karaeng yang dan strata daeng, diamana dari strata kareng diwakili 
oleh karaeng tumpu dan dari strata daeng diwakili oleh kepala desa lama 
yaitu Drs. Hamsah dg rate akan tetapi kursi kepemimpinan mampu 
dipertahankan oleh Drs. Hamsa dg Rate dan menjabat sampai pada tahun 
2012.68 
4. Pada tahun 2007 sampai saat ini pucuk kepemimpinan desa di pegang atau 
di jabat oleh H. Nurjaya yang merupakan istri dari Drs. Hamsa dg Rate, H. 
Nurjaya merupakan salah seorang guru di sekolah menengah pertama 
(SMP) 4 Kelara yang kemudian menagguhkan jabatannya dan mencalonkan 
menjadi kepala desa.69 
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E. Hubungan Sosial Masyarakat Desa Bontonompo 
Konteks Masyarakat di Desa Bontonompo dimana saat ini lebih 
mempraktekkan tentang masyarakat terbuka dalam menjalani kehidupan sehari 
harinya dan melihat keadaan sosial yang ada di sekitarnya, dimana masyarakat 
Desa Bontonompo mencoba menerima keadaan sosial yang terjadi di sekitarnya 
dan mencoba memahami persoalan gejala-gejala sosial yang sering terjadi.  
Begitupun ketika kita melihat keadaan masyarakat Desa Bontonompo 
dalam menyikapi persoalan konteks kepemimpinan di desanya, masyarakat Desa 
Bontonompo lebih membuka diri terhadap paham-paham baru yang masuk di 
tengah tengah kehidupan sosial masyarakat dan mencoba lebih bijak menyikapi 
paham paham baru itu sesuai dengan keberlangsungan hidup masyarakat.  
Perubahan struktur masyarakat di Desa Bontonompo yang lebih terbuka 
menerima paham paham baru yang sesuai dengan konteks keseharian mereka 
sehingga menimbulkan kecenderungan perubahan struktur sosial masyarakat Desa 
Bontonompo dalam melihat persoalan kepemimpinan di desa. 
Tetapi masyarakat Desa Bontonompo saat ini lebih terbuka dan lebih 
menerima paham paham baru dalam konteks kepemimpinan akan tetapi 
masyarakat desa Bontonompo tetap menjaga stratifikasi sosial dalam kehidupan 
sehari-harinya dimana masyarakat tetap menjaga menghargai persoalan perbedaan 
lapisan sosial tetapi perbedaan sisal itu tidak lagi seperti perbedaan kelas sosial di 





Berbicara hubungan sosial masyarakat Desa Bontonompo dalam konteks 
saat ini dimana jika dilihat dari kaca mata kepemimpinan desa yang tidak lagi 
terpaku kepada kelas sosial seperti yang di jelaskan oleh penulis pada pembahasan 
pembahsan sebelumnya yaitu tidak lagi seorang pemimpin berasal dari kalangan 
keluarga karaeng tetapi lebih terbuka dan lebih demokratis dalam menentukan dan 
memilih seorang pemimpin, tetapi sedikit berbeda dengan hubungan sosial di 
kalangan masyarakat Desa Bontonompo.  
Penerapan kehidupan sehari-hari pada ruang lingkup hubungan sosial 
masyarakat Desa Bontonompo tetap menjaga persoalan kelas sosial yang ada dan 
terbangun, hubungan sosial yang terbangun antara kelas sosial karaeng, kelas 
sosial daeng dan kelas sosial atas. Sampai saat ini masih terjaga dengan baik 
dalam proses sosial masyarakat Desa Bontonompo.  
“Seperti yang dikemukakan salah seorang responden yang mengatakan 
bahwa dalam hubungan sosial kita masih menjaga persoalan kelas sosial 
masih menghargai kelas karaeng dan daeng tetapi tidak lagi seperti dulu 
kalau karaeng itu memiliki hak penuh atas kelas yang di bawahnya, tetapi 
kareng juga saat ini sudah mulai menghargai kelas-kelas sosial yang ada 
di bawahnya tetapi kelas atas sampai saat ini masih sangat menghargai 
dan masih menghormati kelas karaeng karena hubungan sosial kita di 
masyarakat berbeda tempat dengan persoalan kepemimpinan”.70 
Hal inilah yang menjadi landasan masyarakat Desa Bontonomposehingga 
terjaganya hubungan sosial masyarakat yang tetap mempertahankan tentang 
adanya kelas sosial yang terbangun di antara mereka dan tidak bisa semerta-merta 
di hilangkan begitu saja, meskipun dalam memandang persoalan kepemimpinan 
atau kepala desa di Desa Bontonompo tidak lagi kepada persoalan keturunan 
                                                          






karena seperti yang di katakan responden bahwa anggapan masyarakat Desa 
Bontonompo bahwa hubungan sosial kita dengan sesama masyarakat tidak 
memiliki hubungan dengan persoalan kepemimpinan di Desa Bontonompo. 
Dengan kata lain perspektif masyarakat Desa Bontonompo masing-masing 
membedakan ruang lingkup kepemimpinannya dengan hubungan sosialnya di 
dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang terbangun saat ini di dalam 
kehidupan masyarakat Desa Bontonompo dimana mereka mampu memisahakan 
antara persoalan kepemimpinan yang mulai adanya pergeseran dalam melihat 
kepemimpinan desa yang lebih objektif dalam menentukan pilihan politiknya, dan 
sama sekali tidak memiliki keterhubungan antara hubungan sosialnya dalam 
kehidupan keseharian masyarakat yang masih menjaga dan masih sangat 
















Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil 
penelitian dan pengumpulan data di lapangan terkait stratifikasi sosial dan 
kepemimpinandi Desa Bontonompo. Bontonomposebagai salah satu Desa di 
Kabupaten Jenepontomemiliki tradisi stratifikasi sosial yang mulai berubah 
sampai saat ini. Dalam hal pesta demokrasi lokal dengan diadakan pemilihan 
kepala desa secara langsung, beberapa faktor menjadi sangat urgen untuk ditelaah, 
Kekerabatan sangat mempengaruhi perilaku pemilih sehingga memungkinkan 
seseorang yang telah menentukan pilihan mampu mengubahnya dengan alasan 
kedekatan , Jika pendidikan politik tidak dilakukan maka perilaku masyarakat ini 
tidak akan pernah menyentuh pada pemikiran-pemikiran rasional untuk 
menentukan pilihannya dalam Pemilu. 
1. Pergeseran stratifikasi sosial dalam konteks pemilihan kepala desa 
memberikan gambaran jelas tentang status stratikasi sosial garis keturunan 
tidak serta merta menjadi strategi kemenangan mendulang suara di Desa 
Bontonompo, meskipun secara budaya kekeluargaan begitu kental, namun 
dalam menentukan pilihan masyarakat Bontonompomulai melihat figur calon 
yang memiliki nilai kapasitas dan kapabilitas setiap calon dianggap sebagai 





2. Hilangnya pembatasan hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih 
namun lebih kepada system tentang kebersamaan dan kebebasan kepada 
setiap warga Negara untuk menjadi seorang pemimpin di tengan-tengah 
masarakat Desa Bontonompo. Tetapi berbeda halnya jika membahas tentang 
hubungan sosial masyarakat Desa Bontonompo dalam konteks saat ini di 
mana jika di lihat dari kaca mata kepemimpinan desa yang tidak lagi terpaku 
kepada kelas sosial seperti yang di jelaskan oleh penulis pada pembahasan 
pembahsan sebelumnya yaitu tidak lagi seorang pemimpin berasal dari 
kalangan keluarga karaeng tetapi lebih terbuka dan lebih demokratis dalam 
menentukan dan memilih seorang pemimpin, tetapi sedikit berbeda dengan 
hubungan sosial dikalangan masyarakat Desa Bontonompo. 
B. Saran 
1. Pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan 
di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan 
kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Perwujudan nyata 
dekmokrasi dalam praktek berbangsa dan bernegara masa kini (modern) 
karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan atas 
negara tampa adanya kesinambungan terhadap satu kalangan saja dalam 
batang tubuh pemerintahan desa.  
2. Dalam tatanan demokrasi local, pemilihan kepala Desa Bontonompo menjadi 
sarana masyarakat Desa Bontonompo untuk memilih seorang calon dalam 





kekeluargaan semata, namun mampu melihat sisi kapasitas dan kapabilitas 
seorang calon yang akan di pilih. 
3. Masyarakat Desa Bontonompo harus mampu bersikap aktif dan kritis 
terhadap politik lokal dengan memindahkan konflik kepentingan dari tataran 
masyarakat ketataran badan perwakilan seperti legislative dan eksekutif agar 
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1. Bagaiaman stratifikasi  sosial yang terbangun di Desa Bontonompo menurut 
anda? 
2. Seperti apa pola strtifikasi sosial yang ada di masyarakat desa Bontonompo ini 
menurut anda? 
3. Bagaiaman kepemimpinan di desa Bontonompo jika di lihat dari kaca mata 
stratifikasi sosial? 
4. Apakah menurut bapak stratifikasi sosial memiliki pengaruh dalam memilih 
seorang kepala desa di desa Bontonompo? 
5. Sejauh mana stratifikasi sosial memengaruhi pilihan bapak dalam menentukan 
kepala desa Di desa Bontonompo? 
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